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KATA SAMBUTAN 
Bismillahirrahmanirrahim 

 
!ÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh , 

Segala puji  bagi Allah Subhanahu wa 4ÁȭÁÌÁ yang telah memberikan rahmat, taufik, 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah 
kepada Nabi Muhammad 3ÈÁÌÌÁÌÌÁÈÕ Ȭ!ÌÁÉÈÉ 7ÁÓÁÌÌÁÍ, beserta keluarga, sahabat, dan 
seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. 

Dalam upaya mengembangkan dan memperkuat peran wakaf sebagai instrumen 
pemberdayaan umat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis dalam 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. Salah satu langkah penting dalam penguatan 
kelembagaan wakaf adalah pembinaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, agar dapat 
menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah 
serta regulasi yang berlaku. 

Modul ini disusun sebagai panduan bagi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif. Materi yang disajikan 
mencakup pemahaman tentang regulasi wakaf, tata kelola kelembagaan, strategi 
pengembangan wakaf produktif, serta best practice dalam pengelolaan dan pengawasan 
wakaf. Diharapkan modul ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi para 
pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia. 

Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 
modul ini. Semoga upaya ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas 
pengelolaan wakaf, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan 
umat. Semoga Allah Subhanahu ×Á 4ÁȭÁÌÁ senantiasa memberikan bimbingan dan 
pertolongan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. 

7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ warahmatullahi  wabarakatuh.  
 

Direktur   Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
 
 
 

 
Prof. Dr. H. Abu Rokhmad,  M.Ag 
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KATA PENGANTAR 
!ÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ Wr. Wb. 

 
Segala puji  bagi Allah Subhanahu wa 4ÁȭÁÌÁ yang telah melimpahkan hidayah dan 

inayah-Nya kepada umat manusia. Semoga kita semua menjadi insan yang bersyukur dan 
dapat dalam menjalankan aktivitas kebaikan dengan penuh takwa. Shalawat serta salam 
semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Ȭ!ÌÁÉÈÉ 7ÁÓÁÌÌÁÍ, 
juga untuk keluarga, sahabat, dan umatnya yang mengikuti jejaknya. 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi umat 
dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki 
peran strategis dalam memastikan pengelolaan wakaf di Indonesia dilakukan secara 
profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. 
Keberadaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia menjadi faktor kunci dalam optimalisasi 
potensi wakaf di seluruh wilayah Indonesia. 

Modul ini disusun sebagai pedoman bagi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Materi yang disajikan dalam 
modul ini mencakup berbagai aspek penting, seperti regulasi wakaf, tata kelola 
kelembagaan, strategi pengembangan wakaf produktif, serta praktik terbaik dalam 
pengelolaan dan pengawasan wakaf. Dengan adanya modul ini, diharapkan Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan dan 
mengelola wakaf secara berkelanjutan. 

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah 
berkontribusi  dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini  dapat menjadi 
sarana dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga dapat 
memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan umat. Semoga Allah Subhanahu 
×Á 4ÁȭÁÌÁ senantiasa membimbing dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah 
kita. 

 

7ÁÓÓÁÌÁÍÕȭÁÌÁÉËÕÍ Wr.Wb..  

 
Direktur  Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. .H. Waryono Abdul  Ghafur, M.Ag 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang 

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang 
memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di 
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, 
potensi wakaf sangatlah besar. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terealisasi 
secara optimal. 

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Republik 
Indonesia menunjukkan potensi wakaf uang yang sangat besar di Indonesia, 
setidaknya 180 triliun rupiah per tahun. Meski demikian, angka ini mencerminkan 
potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Realisasi wakaf uang hingga 
saat ini masih jauh dari angka tersebut, sehingga diperlukan upaya serius untuk 
mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia. Beberapa faktor-faktor yang 
mempengaruhi potensi wakaf antara lain: 
1. Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. 
2. Masyarakat Indonesia memiliki  tingkat kedermawanan yang tinggi. 
3. Meningkatnya kesadaran berwakaf di masyarakat. 
4. Pengembangan produk-produk wakaf yang inovatif  dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 
5. Tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. 
Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan wakaf di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam 
pengembangan wakaf di Indonesia antara lain: 
1. Kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat: pemahaman masyarakat 

mengenai wakaf, terutama wakaf uang, masih perlu ditingkatkan. Banyak 
masyarakat yang belum mengenal dengan konsep wakaf dan manfaatnya. 

2. Minimnya inovasi produk wakaf: Inovasi produk wakaf masih terbatas. Perlu 
dikembangkan produk-produk wakaf yang lebih menarik dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat modern. 
Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk mengembangkan wakaf di 

Indonesia, antara lain: 
1. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah 

dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan wakaf. 
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang urgensi dan dampak wakaf. 
3. Perkembangan teknologi yang mempermudah proses berwakaf, baik dari segi 

donasi maupun pengelolaan aset wakaf. 
Pemerintah sejatinya telah membentuk lembaga independen untuk 

mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI 
memiliki  peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. 
Berikut beberapa peran utama BWI: 
1. Regulasi dan Koordinasi 

a. BWI bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan serta pedoman di 
bidang perwakafan. 

b. BWI juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti 
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nazhir, lembaga keuangan syariah, dan instansi pemerintah, untuk 
memastikan pengembangan wakaf berjalan dengan baik. 

2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf 
a. BWI berperan dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan aset 

wakaf dilakukan secara produktif dan transparan. 
b. BWI juga mendorong pengembangan aset wakaf melalui berbagai 

program dan inisiatif, seperti wakaf produktif dan wakaf uang. 
3. Pembinaan nazhir 

a. BWI memberikan pembinaan dan peLatihan kepada nazhir untuk 
meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola aset wakaf. 

b. BWI juga melakukan sertifikasi nazhir untuk memastikan kualitas 
pengelolaan wakaf. 

4. Sosialisasi dan Edukasi 
a. BWI melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

wakaf, baik melalui peLatihan maupun media sosial. 
b. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

wakaf dan mendorong partisipasi mereka dalam berwakaf. 
5. Pengawasan dan Akuntabilitas 

a. BWI melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf untuk 
memastikan sesuai dengan prinsip  syariah dan peraturan yang berlaku. 

b. BWI juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
wakaf. 

Badan Wakaf Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi dan 
manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sistem 
pengelolaan wakaf yang profesional dan modern, mewujudkan visi wakaf sebagai 
salah satu pilar ekonomi Islam. 

BWI memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan wakaf di 
Indonesia. Kelembagaan BWI terdiri dari 1 BWI Pusat, 24 BWI Provinsi dan 271 
BWI Kabupaten/Kota (data per Juni 2025). Tersebarnya BWI di 271 
Kabupaten/Kota menjadikan peran strategis BWI dalam mengembangkan wakaf 
secara luas di Indonesia. 

Selain BWI, peran nazhir juga memiliki  peran penting dalam pengelolaan dan 
pengembangan wakaf di Indonesia. Tercatat sudah ada sebanyak 3.887 nazhir 
wakaf tersertifikasi SKKNI Wakaf seluruh Indonesia. Nazhir berperan penting 
dalam merencanakan peruntukan dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan 
tujuan pihak yang berwakaf (wakif) dan kebutuhan masyarakat. 

Penguatan BWI secara kelembagaan maupun nazhir secara badan hukum dan 
perorangan penting dilakukan pembinaan guna mendukung optimalisasi potensi 
wakaf yang besar di Indonesia. Peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, 
serta dukungan pemerintah akan berdampak terhadap mutu dari kualitas 
pengelola wakaf di Indonesia. 

Dengan peran yang optimal dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan 
dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan wakaf di Indonesia, 
sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dalam bentuk penyelenggaraan 
pembinaan yang secara khusus dirancang melalui kurikulum yang terstruktur dan 
terukur,  baik pada tataran konsep maupun penerapan operasional, dengan 
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kapasitas pembinaan yang handal. Kurikulum ini didesain dengan 
mempertimbangkan bukan hanya peraturan perundang-undangan yang menjadi 
landasan pelaksanaannya. Melainkan pula pertimbangan tantangan yang dihadapi 
penyelenggara perwakafan nasional, termasuk dalam rangka pelaksanaan peta 
jalan pengembangan wakaf dalam 20 tahun ke depan yang telah dirumuskan oleh 
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik 
Indonesia. Meliputi (1) Tahap Penguatan Regulasi, Kelembagaan, Kapasitas dan 
Tata Kelola Wakaf (2025-2029), (2) Tahap Akselerasi Transformasi Kualitas, 
Kinerja, Produktivitas dan Daya Saing Lembaga Wakaf (2030- 2035), (3) Tahap 
Berdaya Saing Regional dan Global (2036-2040), dan (4) Tahap Rujukan Filantropi 
Islam Dunia (2041-2045). 

B. Tujuan  Modul  Pembinaan  
Modul ini  disusun dengan tujuan sebagai berikut:  
1. Sebagai bahan materi pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. 
2. Sebagai bahan utama bagi fasilitator  untuk memberikan pembinaan yang 

efektif dan efisien kepada Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. 
3. Membantu Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam 

meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. 
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perwakilan Badan Wakaf 

Indonesia pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. 
5. Membantu pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya secara efektif. 
C. Peta Kompetensi  

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf 
produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan 
lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu 
memberikan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf di tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Adapun secara khusus setelah mempelajari modul ini, pengurus Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia diharapkan mampu: 
1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia; 
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan dan optimalisasi 

aset wakaf untuk kesejahteraan umat. 
D. Ruang Lingkup  Penggunaan Modul  

Pada modul ini akan diuraikan tentang regulasi wakaf, strategi pengelolaan wakaf 
produktif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi wakaf, serta sinergi dengan 
lembaga terkait. Materi-materi yang disajikan tersebut diharapkan mampu 
memberikan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan wakaf di tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Modul ini merupakan bagian dari program 
pembinaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang dikembangkan untuk 
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. 

Modul ini  berisi 3 (tiga) ruang lingkup materi antara lain: 
1. Materi Dasar 
2. Materi Kompetensi Inti  
3. Materi Penunjang 

E. Sasaran Modul  
Sasaran pembinaan pada modul ini  adalah panduan pembinaan bagi Badan Wakaf 
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Indonesia (BWI) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kompetensi 
dan profesionalitasnya. Sekaligus menciptakan ekosistem perwakafan yang lebih 
tertata dan terencana secara komprehensif. 

F. Desain Kegiatan  
Kegiatan pembinaan Badan Wakaf Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun 
menggunakan pendekatan komprehensif yang mengikuti tahapan pembelajaran 
aktif untuk peserta, adapun kerangka pembelajaran sebagai berikut: 

G. Panduan Penggunaan Modul  
Modul ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses 
pengajaran, menyajikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, 
sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan mempelajari materi secara 
keseluruhan. 

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan 
perundang-undangan terkait  wakaf serta peran BWI, konsep wakaf, prinsip -prinsip 
pengelolaan wakaf, memberikan panduan tentang pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf, tata cara pendaftaran, pemberhentian dan penggantian nazhir, 
maupun sinergitas pengembangan perwakafan di Indonesia. 
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Alur proses penggunaan modul tersaji dalam diagram berikut:  

Struktur modul terdiri dari dua bagian, pertama kompetensi umum peraturan 
perundangan-undangan terkait tugas dan peran BWI, kedua kompetensi inti yang 
meliputi sosialisasi BWI dan pembinaan nazhir, pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf, pendaftaran, pemberhentian, dan penggantian nazhir, 
persetujuan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, penukaran harta 
benda  wakaf,  dan  sinergitas  pengembangan  perwakafan  nasional.  Lebih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 



lengkapnya bisa dilihat  dalam matriks berikut:  

 

Persiapan Mempelajari 
Modul 

Evaluasi 

 

Sebelum 
menggunakan 
modul akan 
ada pre test. 
Mengukur 
kemampuan 
peserta terkait 
wakaf 

Peserta 
mempelajari 
modul. Catat 
poin-poin 
penting, konsep- 
konsep kunci, 
dan contoh- 
contoh yang 
diberikan 

Sesi akhir 
pembelajaran 
berupa evaluasi 
post test kepada 
peserta dan 
memberikan 
umpan balik 
kepada 
penyelenggara 

 
Tabel 1. 1. Matriks Struktur  Modul 

No. Materi  
Jumlah 

JP 
A MATERI DASAR  

1. 
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tugas dan Peran 

BWI 
2 

B MATERI INTI   

2. Sosialisasi BWI dan Pembinaan nazhir 6 
3. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf 4 
4. Pendaftaran, Pemberhentian, dan Penggantian nazhir 3 

5. 
Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Status Harta 

Benda Wakaf 
2 

6. Penukaran Harta Benda Wakaf 2 
7. Sinergitas Pengembangan Perwakafan Nasional 2 
C EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN  

 Pre-Test 0,5 
 Post-Test 0,5 
 Evaluasi Penyelenggaraan 1 
 Total  Jam Pembinaan  23 

H. Pendekatan  Pembinaan  
Modul ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi), 
pendekatan andragogi melibatkan Metode pembelajaran yang partisipatif, seperti 
diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. 
Pendidik dalam konteks andragogi berperan sebagai fasilitator yang membantu 
peserta didik menemukan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan 
mereka sendiri, daripada hanya memberikan informasi secara satu arah. 

Model praktis dari pendekatan andragogi berbasis pengalaman dan 
partisipasi aktif peserta didik tergambar dalam siklus Kolb berikut: 
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Gambar 1. 1. Model Pendekatan Andragogi Siklus Kolb 

Dengan pendekatan ini dapat dijelaskan beberapa hal dalam proses 
pembelajaran pembinaan antara lain: 
1. Pembelajaran Berbasis Pengalaman: Pengalaman peserta di lapangan terkait 

pengelolaan wakaf merupakan sumber belajar yang berharga dan menjadikan 
pengalaman sebagai titik awal dari proses pembelajaran. 

2. Partisipasi Aktif: Partisipasi aktif peserta dalam proses pembelajaran 
menekankan bahwa peserta sebagai pembelajar mandiri yang bertanggung 
jawab atas pembelajaran mereka sendiri serta merefleksikan pengalaman 
mereka dan menguji konsep-konsep yang ada. 

3. Relevansi dan Penerapan: Pentingnya pembelajaran yang relevan dengan 
kebutuhan dan minat peserta, serta dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Model pendekatan yang ada dapat memecahkan masalah atau 
mencapai tujuan mereka. 

I. Prinsip  Pembinaan  
Proses modul pembinaan ini disampaikan dalam kerangka konstruktivisme 

dengan alur sebagai berikut: 
1. Pengetahuan Dibangun Secara Aktif . Individu tidak hanya menerima 

informasi, tetapi mereka aktif menginterpretasikan dan membangun 
pengetahuan mereka sendiri. 

2. Pembelajaran adalah Proses Sosial . Interaksi dengan orang lain dan 
lingkungan sangat penting dalam proses pembelajaran. 

3. Pengetahuan Personal . Setiap individu memiliki pemahaman yang unik 
tentang praktik wakaf setempat, berdasarkan pengalaman dan interpretasi 
individu.  

4. Pembelajaran Kontekstual . Pembelajaran akan lebih bermakna jika 
dikaitkan dengan konteks yang relevan dengan pengalaman individu. 

J. Target  Peserta 
Target peserta adalah BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota. Setiap program 
pembinaan terkait peserta meliputi jumlah peserta yakni tidak lebih dari 20 orang 
di setiap pelaksanaan pembinaan yang memenuhi ketentuan persyaratan berikut: 
1. Warga Negara Indonesia; 
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2. Beragama Islam; 
3. Berusia lebih dari 18 tahun; 
4. Melampirkan surat pernyataan sebagai Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 

yang mencantumkan; 
5. Keterangan jabatan dalam struktur  organisasi BWI; 
6. Bersedia mengikuti pembinaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

K. Fasilitator  
Fasilitator dalam pembinaan BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak memberikan 
solusi atau jawaban secara langsung, tetapi memandu proses diskusi, memecahkan 
masalah, dan pengambilan keputusan agar peserta dapat belajar dan berkembang 
secara mandiri. Fasilitator memiliki peran diantaranya: 
1. Fasilitator  membantu kelompok atau individu  untuk mengikuti alur yang dan 

terstruktur dalam mencapai tujuan mereka. 
2. Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif  agar 

peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi. 
3. Fasilitator mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif  dalam proses 

diskusi dan pengambilan keputusan. 
4. Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secara efektif, saling 

mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda. 
5. Fasilitator membantu kelompok untuk mengelola dan menyelesaikan konflik 

secara. 
6. Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk 

membantu mereka belajar dan berkembang. 
L. Fasilitator  

Fasilitator dalam pembinaan BWI Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak memberikan 
solusi atau jawaban secara langsung, tetapi memandu proses diskusi, memecahkan 
masalah, dan pengambilan keputusan agar peserta dapat belajar dan berkembang 
secara mandiri. Fasilitator memiliki peran diantaranya: 
1. Fasilitator membantu kelompok atau individu  untuk mengikuti  alur yang dan 

terstruktur dalam mencapai tujuan mereka. 
2. Fasilitator menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif  agar 

peserta merasa bebas untuk berpartisipasi dan berdiskusi. 
3. Fasilitator mendorong semua peserta untuk berpartisipasi aktif  dalam proses 

diskusi dan pengambilan keputusan. 
4. Fasilitator membantu peserta untuk berkomunikasi secara efektif, saling 

mendengarkan, dan memahami perspektif yang berbeda. 
5. Fasilitator membantu kelompok untuk mengelola dan menyelesaikan konflik 

secara. 
6. Fasilitator memberikan Umpan Balik yang konstruktif kepada peserta untuk 

membantu mereka belajar dan berkembang. 
M. Susunan Acara Kegiatan  

Tabel 1. 2. Susunan Acara Kegiatan 

No. Waktu  Kegiatan  
 Hari  Pertama  

1. 12.00-13.00 Peserta check in dan makan siang 

2. 13.00-15.30 Materi Pembuka: Menyepakati komitmen dan 
keaktifan belajar bersama peserta 
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No. Waktu  Kegiatan  
  Perkenalan, Ice breaking, kontrak belajar selama 

pembinaan berlangsung 
Overview kegiatan 
Pre-test 

3. 15.30-16.00 Istirahat 
4. 16.00-18.00 Pembukaan oleh Pimpinan 
5. 18.00-19.30 Istirahat 

6. 19.30-21.30 Materi Umum: Ȱ0ÅÒÁÔÕÒÁÎ Perundang-undangan 
ÔÅÒËÁÉÔ 4ÕÇÁÓ ÄÁÎ 0ÅÒÁÎ "7)ȱ 

 Hari  Kedua 
7. 07.30-08.00 Reviu Harian 

8. 08.00-10.00 Materi Inti  1: Ȱ3ÏÓÉÁÌÉÓÁÓÉ BWI dan Pembinaan 
nazhir (Bagian ke-ρɊȱ 

9. 10.00-10.15 Coffee Break 

10. 10.15-12.00 Materi Inti  1: Ȱ3ÏÓÉÁÌÉÓÁÓÉ BWI dan Pembinaan 
nazhir (Bagian ke-ςɊȱ 

11. 12.00-13.00 Istirahat 

12. 13.00-13.45 Materi Inti  1: Ȱ3ÏÓÉÁÌÉÓÁÓÉ BWI dan Pembinaan 
nazhir (Bagian ke-σɊȱ 

13. 13.45-14.00 Ice Breaking 

14. 14.00-15.30 Materi Inti  2: Ȱ0ÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ dan Pengembangan 
Harta Benda Wakaf (Bagian Ke-ρɊȱ 

15. 15.30-16.00 Istirahat 

16. 16.00-17.30 Materi Inti  2: Ȱ0ÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ dan Pengembangan 
Harta Benda Wakaf (Bagian Ke-ςɊȱ 

17. 17.30-19.30 Istirahat 

18. 19.30-21.30 Materi Inti  3: Ȱ0ÅÎÄÁÆÔÁÒÁÎȟ Pemberhentian, dan 
0ÅÎÇÇÁÎÔÉÁÎ ÎÁÚÈÉÒȱ 

 Hari  Ketiga  
19. 07.30-08.00 Reviu Harian 

20. 08.00-09.30 Materi Inti  4: Ȱ0ÅÒÓÅÔÕÊÕÁÎ Perubahan Peruntukan 
ÄÁÎ 3ÔÁÔÕÓ (ÁÒÔÁ "ÅÎÄÁ 7ÁËÁÆȱ 

21. 09.30-09.45 Coffee Break 
22. 09.45-11.15 Materi Inti  5: Ȱ0ÅÎÕËÁÒÁÎ Harta Benda 7ÁËÁÆȱ 
23. 11.15-12.00 Ice Breaking 
24. 12.00-13.00 Istirahat 

25. 13.00-14.30 Materi Inti  6: Ȱ3ÉÎÅÒÇÉÔÁÓ Pengembangan 
0ÅÒ×ÁËÁÆÁÎ .ÁÓÉÏÎÁÌȱ 

26. 14.30-15.30 Istirahat 

27. 15.30-17.00 Studi Kasus Perwakafan: Berbagi pengalaman 
peserta dilapangan terkait  wakaf di wilayah masing- 
masing 

28. 17.00-19.00 Istirahat 
29. 19.00-21.00 Merancang Aksi 

 Hari  Keempat  
30. 07.30-08.00 Reviu Harian 
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No. Waktu  Kegiatan  
31. 08.00-10.00 Post-Test, Refleksi 
32. 10.00-10.15 Coffee Break 
33. 10.15-12.00 Materi Penutup: Evaluasi & Penutupan 
34. 12.00-13.00 Check-out 
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A. Ringkasan 

BAB II  
MEMAHAMI PENGETAHUAN DASAR PERWAKAFAN 

Pemahaman dasar tentang perwakafan penting dimiliki oleh Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia sebagai bekal dalam menjalankan peran kelembagaan. 
Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial 
ekonomi yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan nasional. Wakaf 
memiliki fungsi sosial dan ekonomi, serta tujuan jangka panjang untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat. Perkembangannya di Indonesia menunjukkan 
adanya transformasi regulasi dan kelembagaan, dari pengelolaan tradisional 
menuju pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan produktif. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai lembaga penggerak sistem 
perwakafan nasional, dengan perwakilannya di daerah sebagai pelaksana strategis 
di lapangan. Melalui pemahaman yang kuat terhadap fungsi, tujuan, dan regulasi 
wakaf, peserta diharapkan mampu menjalankan peran secara optimal dan 
mendorong pengelolaan wakaf yang transparan, produktif, dan berkelanjutan. 

B. Memahami  Fungsi dan Tujuan  Wakaf  
Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan dan sosial Islam yang 

memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks Islam, 
wakaf dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir 
kepada masyarakat luas (Wahyuni et al., 2023). Memahami hukum wakaf termasuk 
bagian dari menjaga agama (hifdzuddin). 

"Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, 
maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat" (HR. Muslim). 

Di Indonesia, wakaf telah diatur dalam kerangka hukum nasional melalui 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas regulasi 
pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk mendukung pemberdayaan umat dan 
pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen ibadah, wakaf juga memiliki 
fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan aset wakaf yang 
produktif, lembaga wakaf mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan 
memperkuat basis ekonomi syariah (Zainuddin et al., 2020). Fungsi utama wakaf 
mencakup penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan 
kemiskinan, yang semuanya mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil 
dan sejahtera (Widiastuti et al., 2022). 

Peran strategis wakaf dalam pembangunan nasional semakin diperkuat 
melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan wakaf uang dan integrasi wakaf 
produktif  dengan sektor keuangan syariah nasional. Model-model baru pengelolaan 
wakaf modern telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ketahanan 
ekonomi nasional sekaligus memberdayakan umat melalui investasi berbasis 
prinsip  syariah (Afifah & Indrayani, 2024). Dengan demikian, pemahaman terhadap 
dasar konseptual, fungsi, serta peran strategis wakaf sangat penting untuk 
mengoptimalkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan 
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Rohmatillah, 2023). 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hadir sebagai landasan 
hukum yang kokoh untuk menata dan mengembangkan praktik  wakaf di Indonesia. 
Dalam semangatnya, undang-undang ini  tidak hanya mengatur aspek administratif  
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dan prosedural, tetapi juga menggariskan tujuan mulia dari institusi  wakaf. 
Berdasarkan BAB II Pasal 4 tujuan utama wakaf berdasarkan UU Wakaf adalah: 

 
Tujuan Wakaf: 

memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya 

 
Sedangkan fungsi wakaf di pasal 5 menurut UU Wakaf adalah: 

 
Fungsi Wakaf: 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum 

C. Pengertian  Wakaf  menurut  Hukum  Islam  
Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang berkaitan 
erat dengan aspek ibadah dan sosial. Dalam konteks bahasa (etimologi), kata wakaf 
berasal dari bahasa Arab СЦнЮϜ (al-waqf), yang berarti  Ȱmenahanȱȟ Ȱberhentiȱȟ atau 
ȰÍÅÎÃÅÇÁÈȱ ɉ:ÕÈÁÅÒÉÙȟ ςπρυɊȢ -ÁËÎÁ ÄÁsarnya adalah menahan suatu benda agar 
tidak berpindah tangan atau kepemilikannya tidak berubah, tetapi manfaat dari 
benda tersebut tetap dapat diberikan atau disalurkan. Dalam bahasa Inggris, istilah 
ini  umum dikenal sebagai endowment atau charitable trust, yaitu harta yang ditahan 
untuk digunakan bagi kepentingan amal secara berkelanjutan (Kahf & Mohomed, 
2017). 

Wakaf secara terminologis dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan 
menahan harta dari kepemilikan pribadi  dan menetapkan manfaatnya untuk tujuan 
ibadah atau sosial, dengan prinsip utama bahwa harta pokok tidak boleh dijual, 
diwariskan, atau dialihkan. Prinsip ini dikenal dengan istilah perpetuitas, yakni 
keberlangsungan manfaat untuk kepentingan umum tanpa batas Waktu atau sesuai 
dengan ketentuan akad wakaf (Kahf, 2003). 

)ÍÁÍ 3ÙÁÆÉȭÉ ÍÅÎÊÅÌÁÓËÁÎ ÔÅÎÔÁÎÇ ×ÁËÁÆ ÓÅÂÁÇÁÉ ͼÍÅÎÁÈÁÎ ÐÏËÏË ÈÁÒÔÁ 
(corpus) dan menggunakan hasilnya (benefit) untuk jalan Allah," dan ditegaskan 
bahwa pokok harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan hanya 
manfaatnya yang boleh digunakan untuk kepentingan umum dan agama 
(Awalluddin, 2022). 

Wakaf adalah ibadah sosial yang bernilai pahala mengalir. Sesuai yang 
tertuang dalam Al-1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ !Ì-Baqarah ayat 261: 

 ̲ϩ̲в Ь  ̵̴ϻΖЮϜ ę ̲ет р ęХ̴̵Уж ę ̲дм  ̲Ϝ ę ̲ЬϜ̲нв и ęа  ̴̵Р ęр  ̴̵ϟ̲Ђ ę ̴̵Эт  ̵ЭЮ̴̵Ϝᴛ  ̴̵Э̲ϫ̲г̲Ъ  Ζϟ̲ϲ ĂϢ  ̲Ϝ
  Ṥ̶ ę ̲ϥ̲ϡж ęϤ  ̲Ѐ ę ̲ЙϠ  ̲Э̴̵Ϡϝ̲з̲Ђ  ̴̵Р ęр Ш  ̵  ̴'Ь Ѐ 

 Ṥ̶ ęϟж  ̲Ь 

ĂϢ  ̵  ̴'ϣ̲Ϛϝв  ϰ ̰ ΖϞ ̲ĂϢ  ̵ЭЮϜᴛ̲м р  ̴̵ЙЎᴛ Р  ̲б̴̵Ю ęд  Ṧϝ̲ЇΖт ̭  ̵ЭЮϜᴛ̲м  ̴̵ЀϜ̲м И  ̴̵Э̲К ęбт 
" Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji  (benih) yang menumbuhkan 
tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui." 

Adapun definisi wakaf menurut Ahli Fiqh adalah sebagai berikut:  
Tabel 2. 1. Definisi Wakaf Menurut Ahli Fiqh 
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No Ahli  Fikih  Penjelasan 

1 Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang 
menurut hukum, tetap milik si wakif dalam 
rangka mempergunakan manfaatnya untuk 
kebajikan. 

2 Madzhab Maliki. Wakaf itu tidak melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun 
wakaf tersebut mencegah wakif melakukan 
tindakan yang dapat melepaskan 
kepemilikannya atas harta tersebut kepada 
yang lain dan wakif berkewajiban 
menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh 
menarik  hartanya  untuk  digunakan  oleh 
mustahiq (penerima wakaf). 

3 Mazhab Syafi'i dan 
Ahmad bin Hambal 

Wakaf adalah melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah 
sempurna prosedur perwakafan. 

4 Mazhab Lain Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, 
namun berbeda dari segi kepemilikan atas 
benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik 
mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun 
mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu 
tindakan atas benda wakaf tersebut, baik 
menjual atau menghibahkannya. 

Sumber: (Az-Zuhaili, 2005; Haji, 2003; Isfandiar, 2008) 
Dalam praktiknya, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti 

tanah dan bangunan, tetapi juga telah berkembang mencakup wakaf uang (cash 
waqf), surat berharga syariah, bahkan aset digital yang bernilai. Semua bentuk 
wakaf ini  diikat  oleh prinsip  utama yaitu nilai  kemanfaatan yang berkelanjutan dan 
penggunaannya untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, tempat 
ibadah, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pengentasan kemiskinan 
(Mutmainah et al., 2022; S et al., 2025). Dengan demikian, wakaf bukan hanya 
merupakan bentuk amal jariyah, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang 
memiliki  potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola 
secara profesional dan sesuai prinsip syariah (Pinasti & Achiria, 2024; Wibowo, 
2023). 

D. Pengertian  Wakaf  menurut  Peraturan  Perundang -undangan  
Di Indonesia, pengertian wakaf diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 
Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah. 

Secara regulasi, wakaf mencakup, antara lain: 
a. Harta wakaf: bisa berupa tanah, bangunan, uang, dan aset bergerak lainnya; 
b. nazhir: orang atau badan hukum yang menerima, mengelola, dan 

mengembangkan wakaf; 
c. Peruntukan wakaf: ibadah, pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, sosial, dan 
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lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip  syariah. 
Pengaturan kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan mendorong 

pengelolaan wakaf yang profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum maupun secara moral. 

E. Fungsi Sosial dan Ekonomi  Wakaf  
Fungsi wakaf tidak hanya terbatas sebagai bentuk amal atau ibadah, tetapi juga 
memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Wakaf dapat berfungsi 
sebagai redistribusi kekayaan, sumber pembiayaan sosial, dan mekanisme 
perlindungan sosial yang dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan 
(Musthofa & Haidlir, 2022; Ridwan, 2012). 

Fungsi sosial wakaf dalam masyarakat Islam memiliki peran penting dalam 
memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, dan ibadah, yang kesemuanya 
berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Pertama, bidang pendidikan. Wakaf 
telah menjadi fondasi berdirinya banyak institusi pendidikan Islam klasik dan 
modern, seperti sekolah, pesantren, dan universitas yang dibiayai dari aset wakaf 
(Syafiq, 2014). Kedua, bidang kesehatan, rumah sakit dan klinik berbasis wakaf 
menyediakan layanan medis yang sangat vital, terutama bagi kelompok masyarakat 
kurang mampu (Selasi, 2021). Ketiga, bidang keagamaan. Hampir seluruh masjid, 
musala, dan madrasah di dunia Islam dibangun menggunakan dana atau tanah 
wakaf sebagai manifestasi nyata dari peran sosial wakaf dalam memperkokoh 
kehidupan beragama (Asytuti, 2012). 
Tabel 2. 2. Fungsi Sosial Wakaf 

Bidang Peran Wakaf  

Pendidikan  Mendirikan dan membiayai institusi  pendidikan Islam, 
seperti sekolah, pesantren, dan universitas. 

Kesehatan Menyediakan layanan medis melalui rumah sakit dan klinik 
wakaf, terutama bagi masyarakat kurang mampu. 

Keagamaan Membangun masjid, mushola, dan madrasah dengan dana 
atau tanah wakaf untuk memperkuat kehidupan beragama. 

Wakaf juga berfungsi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat melalui 
optimalisasi aset yang ada menjadi sumber ekonomi produktif.  Dengan pendekatan 
wakaf produktif, hasil dari pengelolaan properti, bisnis, maupun sektor keuangan 
syariah dari aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan 
kesehatan, serta kegiatan sosial-ekonomi lainnya (Nawawi, 2015; Suherli et al., 
2024). Selain itu, wakaf berperan sebagai investasi sosial berkelanjutan yang 
mampu menyediakan pembiayaan mandiri  di luar intervensi APBN/D. Melalui cash 
waqf linked sukuk, wakaf bahkan mampu mendukung keuangan negara secara 
lebih inovatif dan berkelanjutan (Rahmayati, 2021). 

Di tengah ketidakpastian ekonomi, wakaf juga berperan sebagai stabilisator 
ekonomi umat. Dana wakaf yang dikelola dengan prinsip keuangan syariah dapat 
menjadi cadangan darurat untuk menghadapi resesi atau krisis sosial-ekonomi, 
seperti penyediaan modal usaha mikro tanpa riba, program pangan, dan layanan 
kesehatan masyarakat (Syafii, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang 
efektif bukan hanya mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, tetapi juga 
memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi umat terhadap dinamika global 
yang penuh tantangan. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi 
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juga mekanisme pemberdayaan ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara 
strategis. 

F. Tujuan  Wakaf  dalam  Pembangunan Nasional  
Wakaf memiliki  kontribusi  besar dalam mendukung tujuan pembangunan nasional, 
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta 
penguatan ekonomi umat. Berdasarkan arah kebijakan nasional dalam 
pembangunan ekonomi syariah, wakaf ditempatkan sebagai instrumen keuangan 
sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan dan 
kesejahteraan masyarakat (Ahmad Syakir, 2016; Asytuti, 2012; Haryanto, 2013). 

Wakaf memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, 
terutama dengan meningkatkan akses layanan publik berbasis masyarakat seperti 
pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan 
terhadap usaha kecil dan menengah berbasis wakaf, serta mendorong program 
pengentasan kemiskinan dengan menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi tanpa 
membebani APBN/APBD. Selain itu, wakaf juga berperan dalam menumbuhkan 
kemandirian sosial dan ekonomi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat 
dalam pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, serta menjadi instrumen 
penting dalam mendukung program reformasi agraria dan distribusi aset secara 
adil dan produktif. Melalui pengelolaan yang baik dan regulatif, wakaf mampu 
berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals 
(SDGs) dan visi besar Indonesia Emas 2045 (Sujono & Layli, 2022; Tanjung, 2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. 1. Sustainable Development Goals (SDGs) 

G. Wakaf  sebagai Instrumen  Kesejahteraan  dan Keberlanjutan  
Wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang memiliki nilai keberlanjutan 
(sustainability). Dalam konsep keuangan Islam, wakaf adalah satu-satunya 
instrumen yang tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif dan perpetual 
(berkelanjutan). Wakaf memungkinkan terjadinya kesinambungan antara kebaikan 
spiritual dan manfaat duniawi yang terus mengalir bahkan setelah pewakaf 
meninggal dunia (Tauhid, 2025). 

Sebagai instrumen kesejahteraan, wakaf memiliki potensi besar dalam 
mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf mampu mengurangi 
ketimpangan sosial dengan menjangkau kelompok masyarakat yang belum 
terlayani secara optimal (Faozan et al., 2025). Selain itu, wakaf juga berfungsi 
mengurangi beban fiskal pemerintah dalam penyediaan layanan dasar publik, 
melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa 
membebani anggaran negara (Faozan et al., 2025). 
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Tidak hanya itu, wakaf menghasilkan pendapatan pasif yang dapat digunakan 
untuk mendukung program sosial lainnya, memperluas cakupan bantuan 
kemanusiaan serta memperkuat ketahanan ekonomi komunitas. Melalui 
pengelolaan yang profesional dan amanah, wakaf memungkinkan pengembangan 
aset milik umat menjadi instrumen ekonomi produktif yang berkelanjutan, 
memastikan bahwa manfaat dari aset tersebut terus mengalir kepada masyarakat 
lintas generasi (Faozan et al., 2025). 

Namun demikian, agar wakaf dapat berfungsi optimal sebagai alat 
kesejahteraan dan keberlanjutan, diperlukan sejumlah upaya strategis. Pertama , 
harus ada nazhir yang profesional dan berintegritas yang mampu mengelola aset 
wakaf secara amanah dan produktif (Pertiwi & Litriani, 2024). 

Kedua, dukungan regulasi dan pengawasan yang kuat sangat penting untuk 
memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et 
al., 2024). 

Ketiga , penguatan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia serta perwakilannya 
di tingkat daerah harus menjadi prioritas, mengingat peran mereka yang strategis 
sebagai fasilitator, pembina, dan advokat dalam pengembangan ekosistem wakaf 
(Aminuddin et al., 2025). 

Keempat, diperlukan digitalisasi dan pengembangan sistem informasi wakaf 
nasional yang terintegrasi, guna memperkuat basis data, meningkatkan literasi 
publik, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan wakaf (Adainuri et al., 
2024; Aryana, 2021). 

Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi dan tujuan wakaf bukan hanya 
penting bagi nazhir, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam tata kelola 
wakaf, termasuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi dan 
kabupaten/kota, yang berperan sebagai garda terdepan dalam pembinaan, 
advokasi, dan fasilitasi pengelolaan wakaf (Melinda, 2024). 

H. Mengetahui  Perkembangan  Perwakafan  Nasional  
Wakaf merupakan institusi  Islam yang telah berakar kuat dalam sejarah umat 

Islam, termasuk di Indonesia. Perkembangannya dari Waktu ke Waktu 
mencerminkan proses panjang bagaimana sistem wakaf beradaptasi dengan 
dinamika masyarakat, regulasi negara, dan tantangan zaman (Piliyanti, 2010; 
Supriyadi & Hadi, 2019). Dalam konteks nasional, transformasi kelembagaan wakaf 
di Indonesia menjadi lebih formal dan sistematis seiring dengan lahirnya Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta pembentukan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) (Musthofa & Haidlir, 2022). Salah satu amanah yang menjadi 
motivasi pembentukan BWI adalah melanjutkan misi amal jariyah wakif. Hal ini 
sesuai dengan Al-1ÕÒȭÁÎ ÓÕÒÁÔ ÁÌ-Hasyr:7 

  ṙ ę ̲ṙШ ęр  ̶̲Ь Щ̲т ę ̲дм ϸ ęϣ̲Юмě  ṤṤ̶  ̲Ϟ ę ̲ет Ϝ ę ̶̲Ь ę ̴̵̭Ṧϝ̲у̴̵зО  ̴̵а ęЩж а 
"...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu." 
Selain itu, inovasi wakaf di era digital juga mendorong optimalisasi peran 

wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memperluas manfaatnya di 
berbagai sektor ekonomi dan sosial (Nuradi et al., 2024). Oleh karena itu, 
pemahaman mengenai sejarah, transformasi kelembagaan, serta kebijakan yang 
mengatur wakaf menjadi penting bagi semua pihak yang berkontribusi dalam 
pembangunan nasional di era modern. 

I. Sejarah dan Transformasi  Wakaf  di  Indonesia  
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Jejak wakaf di Indonesia telah ada sejak masa awal masuknya Islam di 
Nusantara. Sejak abad ke-13 Masehi, banyak masjid, pesantren, dan lembaga 
pendidikan yang berdiri  atas tanah wakaf, menunjukkan bagaimana wakaf menjadi 
bagian integral dari kehidupan umat Islam (Kasdi, 2015). Pada masa kolonial 
Belanda, sistem wakaf dikelola secara mandiri oleh masyarakat, meski tanpa 
struktur administratif dan hukum yang jelas. Wakaf tetap berkembang meskipun 
belum ada perlindungan hukum formal yang kuat saat itu  (Supriyadi & Hadi, 2019). 
Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berupaya menertibkan 
administrasi wakaf, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang 
berfokus pada aspek pencatatan dan administrasi wakaf, namun masih terbatas 
pada tanah milik (Hadi, 2020). 

Transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang secara 
fundamental mengubah paradigma wakaf dari sekadar kegiatan sosial keagamaan 
menjadi instrumen strategis untuk pembangunan sosial ekonomi (Lubis, 2023; 
Syahbibi & Hisan, 2023). Undang-undang ini juga menjadi landasan berdirinya 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk 
mengelola, mengembangkan, dan memajukan wakaf secara nasional (Adainuri et 
al., 2024). Selanjutnya, transformasi terus berlanjut dengan lahirnya konsep wakaf 
uang yang membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf, penerapan digitalisasi 
sistem wakaf, serta kolaborasi antara BWI dengan lembaga keuangan syariah dan 
kementerian terkait (Miftahuddin et al., 2023; Rahmawati et al., 2021). Perubahan 
ini menandai pergeseran besar dalam praktik  perwakafan di Indonesia dari sistem 
tradisional menuju tata kelola wakaf yang lebih profesional, transparan, dan 
modern, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi (Jamilullah, 2023; 
Pertiwi & Litriani, 2024).  

J. Dinamika  Regulasi dan Kebij akan Wakaf  Nasional  
Perkembangan wakaf di Indonesia tidak lepas dari peran regulasi yang 

memberikan kepastian hukum bagi tata kelola wakaf. Sebagaimana lembaga 
lainnya, wakaf memerlukan kepastian hukum agar dapat dikelola secara aman, 
produktif, dan berkelanjutan (Karuniawati & Qamariyanti, 2024). Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi tonggak utama dalam sistem hukum 
perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting 
mulai dari perwakafan benda tidak bergerak hingga benda bergerak. Untuk 
memperkuat implementasi UU tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang memperjelas prosedur dan mekanisme 
administrasi wakaf, serta memperkuat peran nazhir dalam pengelolaan aset wakaf 
(Alimuddin et al., 2025; Fauzy, 2025). 

Dalam beberapa tahun terakhir,  pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendukung pengelolaan 
wakaf yang lebih optimal. Salah satunya adalah penyusunan Peraturan BWI 
mengenai nazhir dan sertifikasi nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas dan profesionalitas para pengelola wakaf. Selain itu, BWI juga telah 
menerbitkan pedoman pengelolaan wakaf uang melalui Peraturan Badan Wakaf 
Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf yang menjadi acuan baku bagi lembaga 
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keuangan syariah dan nazhir dalam mengelola aset wakaf uang secara transparan 
dan akuntabel. Lebih lanjut, BWI mendorong digitalisasi layanan wakaf melalui 
kerja sama dengan berbagai lembaga teknologi dan keuangan untuk 
mempermudah transaksi wakaf dan meningkatkan akuntabilitas publik. Digitalisasi 
ini menjadi jawaban atas tantangan zaman modern sekaligus memperluas 
jangkauan manfaat wakaf. 

Dinamika kebijakan wakaf di Indonesia menunjukkan semangat reformasi 
yang kuat dalam mendorong optimalisasi fungsi wakaf. Fokus kebijakan tidak lagi 
sebatas pada pelestarian aset wakaf secara statis, melainkan pada pemberdayaan 
ekonomi umat melalui model wakaf produktif (Yunita, 2015). Salah satu 
manifestasi reformasi ini adalah pelibatan aktif  lembaga keuangan syariah sebagai 
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang memperluas 
akses masyarakat terhadap instrumen wakaf uang. Sertifikasi nazhir juga menjadi 
langkah strategis yang diperkenalkan untuk meningkatkan kompetensi dan 
integritas para pengelola wakaf, menjamin profesionalitas dalam pengelolaan aset 
(Supriyadi & Hadi, 2019). Namun, dinamika regulasi ini sekaligus menuntut 
peningkatan kapasitas semua pihak terkait, termasuk BWI pusat dan 
perwakilannya di daerah. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap regulasi yang 
berlaku, risiko konflik administratif dan sengketa hukum dapat terjadi, yang 
berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf (Makhrus, 
2019). 

K. Tantangan  dan Peluang Perwakafan  di  Era Modern  
Di era modern, perwakafan nasional dihadapkan pada berbagai tantangan 

struktural  dan kultural,  namun sekaligus dibukakan banyak peluang strategis. Salah 
satu tantangan utama adalah rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat 
umum maupun di antara para pengelola wakaf, sehingga kesadaran dan partisipasi 
masyarakat masih terbatas (Faujiah & Imron, 2022). Selain itu, kapasitas nazhir 
masih banyak yang lemah, baik dari aspek manajerial maupun finansial, 
menyebabkan pengelolaan aset wakaf belum optimal (Wira et al., 2021). 

Pendataan dan pendokumentasian aset wakaf menjadi tantangan serius 
dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Banyak aset wakaf yang belum 
terinventarisasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakjelasan status 
kepemilikan serta pengelolaan yang kurang optimal (Imari & Syamsuri, 2017). 
Kurangnya dokumentasi resmi dan sertifikasi atas aset wakaf ini  menyebabkan aset 
tersebut rentan terhadap sengketa hukum dan pengalihan fungsi yang tidak sesuai 
dengan maksud wakif (Kurniawan et al., 2021). 

Upaya inventarisasi, dokumentasi, serta pemetaan aset wakaf secara nasional 
perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga keamanan aset 
serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya (Aryana, 2021). Oleh karena itu, 
inovasi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital menjadi salah satu solusi 
dalam mempercepat proses pendataan dan pelaporan wakaf (Kurniawan et al., 
2021). Di samping itu, kolaborasi antar lembaga dan sektor, baik pemerintah, 
swasta, maupun komunitas, belum terbangun secara sistematis dan terintegrasi, 
sehingga potensi besar wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat 
belum termanfaatkan secara maksimal (Septiana et al., 2024). 

Di balik berbagai tantangan dalam pengelolaan wakaf, terdapat peluang besar 
yang dapat dioptimalkan. Salah satunya adalah digitalisasi sistem wakaf yang 
memudahkan pencatatan, pelaporan, dan meningkatkan transparansi pengelolaan 
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(Syaugi et al., 2024). Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan 
perusahaan fintech dalam pengelolaan wakaf uang membuka akses yang lebih luas 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih mudah dan aman 
(Irwansyah, 2022). 

Potensi ekonomi wakaf produktif di sektor pendidikan, pertanian, properti, 
dan UMKM juga sangat besar. Melalui pengelolaan wakaf produktif,  aset umat dapat 
dikembangkan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional (Bayinah et al., 
2021; Yuliana et al., 2023). Lebih jauh, penguatan regulasi dan standarisasi 
kelembagaan wakaf melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perwakilannya di 
daerah akan meningkatkan profesionalitas dan tata kelola yang akuntabel 
(Ihwanudin et al., 2023). Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah 
nasional, khususnya dalam kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 
(MEKSI), menjadi katalisator penting dalam memperluas peran wakaf dalam 
pembangunan nasional (Mukhlisin, 2022). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.2 Masterplan  Ekonomi  Syariah Indonesia  (MEKSI) 2025 -2029  

Oleh karena itu, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah harus mampu 
menjawab tantangan ini dengan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan 
kapasitas kelembagaan agar potensi besar ini dapat terwujud secara optimal. 

L. Peran Strategis  Wakaf  Produktif  di  Era Industri  4.0 
Era Industri 4.0 ditandai oleh percepatan teknologi seperti big data, artificial 

intelligence, internet of things, dan sistem otomatisasi. Dalam konteks ini, sistem 
wakaf juga perlu beradaptasi untuk tetap relevan. Konsep wakaf produktif  menjadi 
jawaban atas kebutuhan tersebut. Wakaf produktif adalah bentuk pengelolaan 
wakaf yang tidak hanya menjaga nilai pokok harta wakaf, tetapi juga 
mengembangkan dan memanfaatkannya agar menghasilkan nilai ekonomi 
berkelanjutan. Model ini sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pesantren 
terpadu, rumah sakit syariah, pusat UMKM, lahan pertanian, hingga properti 
komersial (Mutiara, 2024). 

Berikut ini  adalah beberapa praktik  (best practices) dalam pengelolaan wakaf 
di Indonesia yang terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampak 
ekonomi-sosial, partisipasi publik, serta sinergi lintas sektor, sebagaimana 
didukung oleh hasil-hasil penelitian terkini. 

Rangkuman Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia 
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1. Profesionalisasi nazhir dan Penguatan Tata Kelola. Pengelolaan wakaf yang menerapkan 
prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen profesional terbukti 
meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, termasuk dalam konteks wakaf 
tunai dan wakaf produktif (Hasanah et al., 2021; Triwibowo, 2020). 

2. Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Informasi. Implementasi teknologi informasi seperti 
sistem e-wakaf, QR Code, hingga blockchain memberi kemudahan akses publik  terhadap 
layanan wakaf serta transparansi pengelolaan aset wakaf (Mufid, 2024). 

3. Peningkatan Partisipasi Publik Melalui Inovasi Digital. Digitalisasi memperluas 
partisipasi masyarakat melalui aplikasi dan platform online, serta menjembatani generasi 
muda untuk berkontribusi dalam wakaf (Choirunnisak & Jihad, 2024). 

4. Sinergi Lintas Sektor dan Kelembagaan. Kolaborasi antara BWI, Kementerian Agama, 
ATR/BPN, hingga perbankan syariah dan fintech menciptakan ekosistem wakaf yang 
lebih sistemik dan efisien (Siti Nuridah et al., 2023). 

Dalam konteks pengembangan wakaf produktif di daerah, peran Perwakilan Badan 
Wakaf Indonesia sangat strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan 
pelaksanaan teknis di lapangan. Keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat 
ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi aktif antara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
dengan pemerintah daerah (pemda), Kantor Urusan Agama (KUA), nazhir lokal, serta 
masyarakat luas. Kolaborasi ini tidak hanya penting dalam hal pelaksanaan program, 
tetapi juga pada tahap perencanaan, edukasi, pengawasan, dan penguatan kapasitas 
nazhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Sobiyanto et al., 2023) menegaskan bahwa wakaf 
produktif memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya 
melalui dukungan kebijakan dan sinergi lembaga lokal yang baik. Peran Wakaf dalam 
Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini  juga ditegaskan dalam studi (Al-Haddad 
& Islamiyah, 2017) bahwa keterlibatan aktif nazhir dan fasilitasi digital oleh BWI 
berperan penting dalam inovasi dan transparansi pengelolaan wakaf di tingkat lokal. 

Dengan demikian, perkembangan perwakafan nasional tidak dapat dipisahkan dari 
sejarah, regulasi, tantangan zaman, dan peluang strategis yang terus berkembang. 
Dengan memahami konteks ini, peserta diharapkan memiliki wawasan menyeluruh 
untuk mengambil peran aktif dalam membina, mengelola, dan mengembangkan wakaf 
secara profesional dan berdampak. 
M. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  

Sesi ini adalah materi pembuka sebelum masuk ke materi umum dan materi inti. 
Materi pembuka terbagi menjadi 5 kegiatan utama, pertama yakni berupa perkenalan. 
Sesi perkenalan ini penting untuk membangun suasana yang hangat dan akrab antar 
peserta serta dengan fasilitator. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar 
yang nyaman dan kolaboratif. 

Kegiatan kedua berupa overview materi, yakni memberikan gambaran umum 
tentang topik-topik yang akan dibahas selama pembinaan. Ini membantu peserta 
memahami alur dan keterkaitan antar materi. Selain itu juga menjabarkan agenda 
lengkap untuk peserta, termasuk Waktu istirahat, sesi diskusi, dan aktivitas lainnya. 
Dengan agenda yang jelas, peserta dapat mengatur Waktu dan mempersiapkan diri 
dengan baik. 

Kegiatan ketiga berupa kontrak belajar, membuat kesepakatan mengenai aturan dan 
tata tertib selama pembinaan, seperti partisipasi aktif, menghargai pendapat orang lain, 
serta penggunaan gadget. Kontrak belajar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan 
belajar yang kondusif dan efektif. 
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Kegiatan keempat berupa Pre-test dan Ekspektasi. Pre-test dilakukan untuk 
mengukur pemahaman awal peserta mengenai topik  yang akan dibahas. Hasil pre-test ini 
digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian materi pembinaan. Sedangkan 
ekspektasi peserta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan 
harapan dan ekspektasi mereka terhadap kegiatan pembinaan. Fasilitator dapat 
menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan pendekatan dan materi agar sesuai 
dengan kebutuhan peserta. 

Kegiatan kelima berupa Ice Breaking dan Dinamika Kelompok. Ice Breaking 
bertujuan untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan, serta membangun 
interaksi positif antar peserta. Sedangkan dinamika kelompok yakni Latihan atau 
permainan yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama tim, komunikasi, dan rasa 
saling percaya antar peserta 
N. Tujuan  Materi  Pembinaan  

Adapun tujuan materi pembuka adalah sebagai berikut:  
1. Membangun Antusiasme. Materi pembuka yang menarik dan interaktif  dapat 
membangkitkan semangat peserta untuk mengikuti pembinaan dengan antusias. 
2. Menciptakan Koneksi. Sesi perkenalan dan ice breaking membantu peserta saling 
mengenal dan membangun jaringan. 
3. Memberikan Kejelasan. Overview materi dan agenda memberikan gambaran yang 
jelas tentang apa yang akan dipelajari dan bagaimana pembinaan akan berjalan. 
4. Menetapkan Ekspektasi. Pre-test dan sesi ekspektasi membantu menyelaraskan 
harapan peserta dengan tujuan pembinaan. 

Dengan materi pembuka yang terstruktur dan disampaikan dengan baik, peserta 
akan merasa lebih siap, termotivasi, dan memiliki dasar yang kuat untuk mengikuti 
seluruh rangkaian pembinaan 
O. Kriteria  Unjuk  Kerja  
1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf 
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional 
3. Memahami Peran, tugas, dan wewenang BWI 

P. Indikator  Unjuk  Kerja  
1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf 
2. Mampu menjabarkan perkembangan perwakafan di Indonesia 
3. Mampu memberikan contoh peran tugas dan wewenang BWI 

Q. Metode 
1. Gim Perkenalan 
2. Ice breaking 
3. Diskusi interaktif  
4. Diskusi kelompok 
5. Curah pendapat 
R. Waktu  
120 menit 
S. Perlengkapan  dan Bahan 
1. Kertas flip chart 
2. Spidol besar dan kecil 
3. Kertas meta plan/post-it  
4. Kertas HVS 
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5. Materi Overview kegiatan dan alur pembinaan 
6. Susunan Acara acara pembinaan 
T. Susunan Acara Langkah-langkah  Fasilitasi  
Tabel  2.3 Langkah-Langkah Fasilitasi  Memahami  Pengetahuan Dasar Perwakafan  

No Waktu  Aktivitas  

1 5 menit Pembukaan  
Fasilitator menyapa peserta dengan salam 
dan memperkenalkan diri, serta 
menyampaikan tugas dan perannya. 
Membuka dan mengajak peserta memulai 
sesi dengan membaca basmalah bersama- 
sama. 

2 10 menit Ice Breaking  Pembuka:  Bos Berkata 
Konsep Dasar 
Permainan "Bos Berkata" sangat sederhana, 
namun membutuhkan konsentrasi dan 
kecepatan dari para peserta. Inti dari 
permainan ini adalah mengikuti instruksi 
yang diberikan oleh "Bos", namun hanya jika 
instruksi tersebut diawali dengan kata "Bos 
Berkata". Jika instruksi 
tidak diawali dengan "Bos Berkata", maka 
peserta tidak boleh melakukannya. 
Cara Bermain  
Penunjukan Bos : Pilih satu orang untuk 
menjadi "Bos". Bos dapat dipilih secara 
sukarela, ditunjuk, atau diundi. 
Instruksi : Bos akan memberikan berbagai 
instruksi, baik yang logis maupun yang aneh. 
Contohnya: 
"Bos Berkata: Angkat tangan kanan!" 
"Bos Berkata: Sentuh hidung!" 
"Pegang telinga!" (tanpa "Bos Berkata") 
Reaksi Peserta: Peserta harus dengan cepat 
dan tepat mengikuti instruksi  yang diberikan 
oleh Bos, namun hanya jika instruksi  tersebut 
diawali dengan kata "Bos Berkata". Jika Bos 
memberikan instruksi  tanpa "Bos Berkata", 
peserta tidak boleh bergerak atau melakukan 
apapun. 
Eliminasi : Peserta yang salah mengikuti 
instruksi (melakukan gerakan saat tidak ada 
"Bos Berkata" atau tidak melakukan gerakan 
saat ada "Bos Berkata") akan keluar dari 
permainan. 
Pemenang: Peserta terakhir yang bertahan 
menjadi pemenang. 
Tujuan  Permainan  
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  Mencairkan Suasana 
Melatih Konsentrasi 
Meningkatkan Refleks 
Membangun Interaksi 

3 30 menit Materi Ice Breaking Perkenalan: Tetangga 
Sebelah 
Konsep Dasar 
Permainan "Tetangga Sebelah" adalah cara 
yang interaktif untuk saling mengenal nama 
dan sedikit informasi tentang peserta lain. 
Permainan ini melibatkan daya ingat dan 
kemampuan mendengarkan. 
Cara Bermain  
Duduk  Melingkar:  Semua peserta duduk 
membentuk lingkaran. 
Perkenalan  Awal:  Mulai dari satu orang, 
sebutkan nama Anda dan sesuatu tentang diri 
Anda (misalnya, hobi, makanan favorit, atau 
pengalaman menarik). Contoh: "Nama saya 
Ani, dan saya suka mendaki gunung." 
"Tetangga Sebelah": Orang di sebelah kanan 
Ani kemudian memperkenalkan "tetangga 
sebelahnya" (yaitu Ani) dengan mengulangi 
nama dan informasi Ani, lalu menambahkan 
nama dan informasi tentang dirinya sendiri. 
Contoh: "Ini Ani yang suka mendaki gunung, 
dan nama saya Budi, saya suka bermain sepak 
bola." 
Berlanjut: Orang berikutnya di sebelah 
kanan Budi memperkenalkan "tetangga 
sebelahnya" (yaitu Budi dan Ani) dengan 
mengulangi informasi mereka, lalu 
menambahkan nama dan informasi tentang 
diriny a sendiri. 
Terus  Berputar:  Permainan berlanjut hingga 
semua peserta memperkenalkan diri dan 
"tetangga sebelahnya" secara bergiliran. 
Tujuan Permainan 
Mengingat Nama 
Mengenal Peserta 
Mencairkan Suasana 
Membangun Interaksi 

4 30 menit Membuat  Komitmen  Belajar:  Permainan 
Pohon Komitmen  
Konsep Dasar 
Pohon Komitmen adalah permainan visual 
yang melibatkan representasi grafis sebuah 
pohon. Setiap "daun" pada pohon tersebut 
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  berisi komitmen belajar yang dibuat oleh 
masing-masing peserta. Permainan ini 
bertujuan untuk memvisualisasikan 
komitmen belajar secara kolektif dan 
menciptakan rasa tanggung jawab bersama 
terhadap keberhasilan training. 
Cara Bermain 
Persiapan:  
Siapkan papan tulis atau kertas besar untuk 
menggambar pohon. 
Siapkan kertas kecil atau sticky notes 
berwarna-warni  sebagai "daun". 
Siapkan alat tulis. 
Menggambar  Pohon: 
Fasilitator menggambar gambar pohon besar 
di papan tulis atau kertas besar. Pohon dapat 
digambar dengan sederhana, namun 
usahakan agar memiliki  banyak cabang untuk 
menampung "daun" komitmen. 
Membuat  Komitmen:  
Fasilitator menjelaskan apa itu komitmen 
belajar dan mengapa penting dalam training. 
Setiap peserta diberikan beberapa lembar 
kertas kecil atau sticky notes. 
Setiap peserta menuliskan satu komitmen 
belajar mereka di setiap lembar kertas atau 
sticky notes. Komitmen belajar ini sebaiknya 
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan 
terikat Waktu (SMART). Contoh: 
"Saya berkomitmen untuk aktif bertanya dan 
berdiskusi selama training." 
"Saya  berkomitmen  untuk tidak 
menggunakan gadget saat sesi berlangsung." 
"Saya berkomitmen  untuk menerapkan 
pengetahuan yang saya  dapatkan  dari 
training dalam pekerjaan saya." 
Menempelkan "Daun" Komitmen:  
Setelah menuliskan komitmen mereka, setiap 
peserta secara bergantian menempelkan 
kertas atau sticky notes tersebut di cabang- 
cabang pohon yang telah digambar. 
Saat menempelkan "daun" komitmen, peserta 
dapat menjelaskan secara singkat komitmen 
yang mereka buat. 
Tujuan  Permainan  
Memvisualisasikan Komitmen 
Meningkatkan Kesadaran 
Menciptakan Rasa Tanggung Jawab 
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  Membangun Suasana Positif 

5 30 menit Overview Kegiatan Pembinaan 
Fasilitator menjelaskan overview kegiatan 
dan alur kegiatan kemudian memberikan 
kesempatan kepada peserta untuk 
menanggapi. 
Setelah itu fasilitator meminta kesepakatan 
dengan peserta terkait Susunan Acara 
kegiatan. Beri semangat kepada peserta 
untuk berkomitmen melaksanakan kontrak 
belajar yang sudah disepakati. 

6 15 menit Pre-test 
Pre-test atau tes awal dalam pembinaan 
wakaf memiliki beberapa tujuan penting, 
antara lain: 
Mengukur Pemahaman Awal Peserta: Pre- 
test membantu mengidentifikasi sejauh mana 
pemahaman awal peserta tentang regulasi 
wakaf, kelembagaan BWI, nazhir dll . Hal ini 
penting untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan peserta sebelum peLatihan 
dimulai. 
Mengidentifikasi  Kebutuhan 
Pembelajaran: Dengan mengetahui tingkat 
pemahaman peserta, pre-test membantu 
mengidentifikasi area mana saja yang perlu 
mendapatkan penekanan lebih dalam materi 
pembinaan. 
Evaluasi Awal Efektivitas Training: Hasil 
pre-test dapat digunakan sebagai bahan 
evaluasi awal terhadap efektivitas 
pembinaan. Dengan membandingkan hasil 
pre-test dan post-test (tes akhir), kita dapat 
melihat sejauh mana pembinaan telah 
meningkatkan pemahaman peserta. 
Persiapan Materi: Hasil pre-test dapat 
membantu fasilitator atau pengajar dalam 
menyesuaikan materi training agar lebih 
relevan dengan kebutuhan dan tingkat 
pemahaman peserta. 
Penutupan 
Fasilitator menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada peserta yang telah bekerja sama 
dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam 
sesi ini. 
Tekankan bahwa kerja sama sangat 
diperlukan agar proses pembinaan berjalan 
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  lancar, kondusif, menyenangkan dan hasil 
belajar menjadi optimal. 

 120 menit   

 
U. Latihan  

1. Jelaskan pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004. Apa persamaan dan perbedaannya? 

2. Sebutkan dan jelaskan fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan 
masyarakat. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya. 
Kunci  Jawaban 

1. Pengertian wakaf menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004. Apa persamaan dan perbedaannya? 

a. Menurut Hukum Islam 
Wakaf adalah menahan suatu benda (harta) yang dapat diambil manfaatnya tanpa 
mengurangi fisik harta tersebut, dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan di 
jalan Allah (fi sabilillah). Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau 
dialihkan, dan manfaatnya diberikan untuk tujuan ibadah atau sosial. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 1 ayat 1): 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 
sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 
umum menurut syariah. 
Persamaan 

a. Keduanya menekankan pada penahanan harta pokok dan pemanfaatan hasilnya untuk 
tujuan ibadah dan sosial. 

b. Sama-sama menegaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya, serta 
harus dikelola sesuai prinsip syariah. 
Perbedaan 

a. Dalam hukum Islam, penjelasan wakaf lebih bersifat normatif  dan bersandar pada prinsip 
amal jariyah, tanpa pembatasan formal tertentu. 

b. Dalam UU No. 41 Tahun 2004, definisi wakaf lebih legal-formal , termasuk pengakuan 
atas wakaf  sementara (jangka Waktu tertentu) dan mencakup berbagai  bentuk  harta 
(benda bergerak dan tidak bergerak), serta prosedur hukum administratif. 

2. Fungsi sosial serta fungsi ekonomi wakaf dalam kehidupan masyarakat. Berikan masing- 
masing satu contoh penerapannya 

a. Fungsi Sosial Wakaf 
Wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik 
berbasis keagamaan dan kemasyarakatan. Wakaf berperan sebagai bentuk amal jariyah 
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat, khususnya dalam bidang 
pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. 
Contoh Penerapan: Pembangunan masjid, madrasah, atau pesantren di atas tanah wakaf 
yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat, tanpa pungutan biaya. 

b. Fungsi Ekonomi Wakaf: 
Selain fungsi sosial, wakaf juga memiliki fungsi ekonomi. Wakaf produktif dapat 
dikembangkan untuk menghasilkan manfaat finansial yang dapat digunakan untuk 
membiayai berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf 
berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan 
peningkatan kemandirian ekonomi umat. 
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Contoh Penerapan: Pengelolaan lahan wakaf sebagai kebun atau pertanian produktif, di 
mana hasil panennya digunakan untuk mendanai beasiswa santri, membantu fakir 
miskin, atau menopang operasional lembaga pendidikan Islam. 
V. Umpan Balik  

Setelah mempelajari pengetahuan dasar perwakafan, peserta diharapkan mampu 
memahami konsep, fungsi, dan tujuan wakaf serta peran strategisnya. Pemahaman 
ini menjadi dasar dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengelolaan wakaf di 
daerah. Sebagai tindak lanjut, peserta dapat menerapkan materi dalam mendukung 
tata kelola wakaf yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB III  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF (HBW) 
A. Ringkasan 

Bab ini menguraikan pentingnya memahami jenis-jenis peraturan yang mengatur 
wakaf di Indonesia. Peserta telah diperkenalkan pada struktur  regulasi dari tingkat 
UU hingga surat edaran. Pemahaman terhadap relasi antar regulasi akan membantu 
peserta menavigasi kompleksitas kebijakan perwakafan, serta mengantisipasi 
kesalahan administratif dan potensi konflik hukum. Keterampilan memahami dan 
menerapkan regulasi menjadi modal utama dalam pengelolaan wakaf yang 
profesional dan amanah. 

B. Jenis Regulasi Perwakafan  dalam Sistem Hukum  Nasional  
Dalam pengelolaan wakaf, pemahaman terhadap jenis-jenis regulasi sangat penting 
untuk memastikan setiap tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur. Regulasi 
perwakafan di Indonesia tidak hanya terbatas pada Undang-Undang, tetapi meliputi 
berbagai lapisan peraturan yang saling terkait  dan membentuk sistem hukum yang 
utuh. 
Tabel 3. 1. Regulasi Perwakafan di Indonesia 

Jenis Regulasi Deskripsi  

Undang-Undang (UU) Sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem 
perwakafan, seperti UU No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf. 

Peraturan  Pemerintah  (PP) Menjabarkan pelaksanaan UU secara lebih 
teknis, seperti PP No. 42 Tahun 2006. 

Peraturan  Menteri  Dikeluarkan oleh Kementerian terkait, seperti 
Kementerian Agama, untuk teknis 
operasional di lapangan. 

Peraturan  BWI Berisi kebijakan dan pedoman teknis dari 
Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga 
pelaksana pengembangan wakaf. 

Keputusan  Bisa berasal dari BWI atau instansi lain, 
bersifat penugasan atau pengesahan. 

Perdirjen,  Instruksi,  dan 
Surat Edaran 

Merupakan bentuk regulasi administratif 
yang digunakan untuk menjabarkan 
kebijakan secara operasional, terutama di 
tingkat pelaksana seperti KUA. 

C. Hirarki  dan Relasi Antar  Regulasi 
Setiap jenis regulasi memiliki tingkat kekuatan hukum dan fungsi yang berbeda, 
namun saling melengkapi. UU menjadi acuan utama, sedangkan PP dan peraturan 
turunan lainnya bertugas menjabarkan dan mengarahkan implementasi di 
lapangan. Relasi ini penting dipahami agar dalam pengelolaan wakaf tidak terjadi 
tumpang tindih kebijakan atau kesalahan prosedur hukum. 

D. Peran Regulasi dalam  Tata Kelola  Wakaf 
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Regulasi berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan wakaf. Dengan 
adanya aturan yang jelas, nazhir dan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dapat 
menjalankan tugas secara legal dan terarah. Regulasi juga melindungi aset wakaf 
dari konflik, penyalahgunaan, dan sengketa. Ketaatan pada regulasi merupakan 
bentuk tanggung jawab terhadap wakif dan penerima manfaat wakaf. 

E. Potensi  Masalah Akibat  Lemahnya Pemahaman Regulasi 
Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dapat menyebabkan: 
1. Wakaf tidak tercatat secara sah, sehingga tidak memiliki  perlindungan 

hukum. 
2. Konflik status tanah wakaf antara pihak keluarga, nazhir, atau pihak ketiga. 
3. Penyimpangan dalam pengelolaan wakaf uang, jika dilakukan tanpa mengacu 

pada pedoman resmi. 
4. Kesalahan administratif,  seperti penunjukan nazhir tanpa sertifikasi atau 

pembinaan. 
F. Keterampilan  Penting  dalam  Mengelola  Regulasi 

Untuk dapat mengimplementasikan peraturan perwakafan secara benar, 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia perlu memiliki keterampilan sebagai berikut: 
1. Membaca dan menafsirkan regulasi secara tepat 
2. Menyesuaikan aturan dengan konteks lokal tanpa menyimpang dari koridor 

hukum 
3. Membangun koordinasi dengan KUA, BPN, Pemda, dan lembaga keuangan 
4. Menyusun dokumentasi wakaf yang lengkap dan sah 

G. Prospek  Harmonisasi  Regulasi dan Tata Kelola  Wakaf 
Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, pengelolaan wakaf di masa depan 
dapat dilakukan secara lebih terstruktur, profesional, dan adaptif. Penguatan sistem 
regulasi dan digitalisasi layanan wakaf akan mendukung: 
1. Peningkatan kepercayaan masyarakat, 
2. Integrasi data wakaf nasional, 
3. Kemudahan dalam sertifikasi dan pemanfaatan aset wakaf, 
4. Kolaborasi yang sehat antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. 

H. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  
Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas 
dan peran BWI. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam 
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf 
sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai 
tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan 
wakaf. 

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini 
memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang 
sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai 
konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf. 

I. Tujuan  Materi  Pembinaan  
Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu: 
1. Memahami regulasi dan kebijakan wakaf di Indonesia 
2. Memahami perkembangan terkini  wakaf di Indonesia 
3. Memahami wakaf sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. 

J. Kriteria  Unjuk  Kerja  
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1. Memahami beragam jenis peraturan perwakafan 
2. Paham relasi regulasi pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

Menteri, peraturan BWI, keputusan, perdirjen, instruksi, surat edaran, dan 
aturan lainnya 

K. Indikator  Unjuk  Kerja  
1. Mampu menjelaskan beragam jenis peraturan perwakafan 
2. Mampu memberi contoh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
L. Metode 

1. Presentasi 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

M. Waktu  
90 menit 

N. Perlengkapan  dan Bahan 
1. LCD 
2. Laptop 
3. Kamera 
4. Palu sidang 
5. Papan tulis putih 
6. Kertas sticky note 
7. Kertas plano 
8. Pulpen 
9. Kertas HVS 
10. Spidol besar dan kecil 

O. Susunan Acara Langkah-langkah  Fasilitasi  
Tabel 3. 2. Langkah-langkah Fasilitasi Peraturan Perundang-UndanganTerkait Pengelolaan 
Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (HBW) 
No. Waktu  Aktivitas  

1. 10 menit Pembukaan  
Fasilitator menyambut peserta dengan ramah 
dan antusias saat mereka tiba di lokasi 
pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan 
membantu menciptakan suasana yang positif 
dan membuat peserta merasa nyaman. 
Fasilitator membantu proses registrasi peserta, 
memastikan bahwa semua peserta terdaftar 
dengan benar dan mendapatkan materi training 
yang diperlukan 
Fasilitator memimpin kegiatan ice breaking 
yang menyenangkan dan interaktif untuk 
mencairkan suasana dan membantu peserta 
saling mengenal satu sama lain. Ice breaking 
dapat berupa permainan singkat, tebak-tebakan 
atau aktivitas kelompok lainnya. 

2. 5 menit Pengantar  
Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, 
apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan 
manfaat  apa  yang  akan  mereka  dapatkan 
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No. Waktu  Aktivitas  
  setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan 

membantu peserta memahami ekspektasi dari 
pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka 
untuk belajar. 
Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang 
telah disepakati dengan peserta. 

3. 45 menit Pemaparan  Materi  
Narasumber menyampaikan materi 
pengetahuan dasar perwakafan. 
Narasumber menyampaikan materi peraturan 
perundang-undangan terkait tugas dan peran 
BWI. 

4. 15 menit Dialog  dan Tanya Jawab 
Fasilitator memandu segmen dialog dan tanya 
jawab 

5. 15 menit Kesimpulan  dan Penutup  
Fasilitator meminta Narasumber dalam hal ini 
adalah Direktur Pemberdayaan Zakat dan 
Wakaf untuk memberikan pernyataan penutup 
atas pemaparan materinya. 
Fasilitator meminta peserta untuk mengisi 
kuesioner evaluasi atau memberikan Umpan 
Balik mengenai kegiatan pembinaan. Informasi 
ini akan digunakan untuk meningkatkan 
kualitas training di masa mendatang 
Fasilitator menutup sesi pemaparan materi 
dengan memberikan motivasi dan semangat 
kepada peserta untuk mengikuti training 
dengan baik. 

 90 menit   

 
P. Latihan  

1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. 
Berikan satu contoh dari masing-masing jenis. 

2. Mengapa pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP, dan Peraturan 
BWI penting dalam pengelolaan wakaf? Jelaskan dengan singkat 

 
Kunci  jawaban  

1. Jenis-jenis regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia dan contoh dari masing- 
masing jenis. 
Jawaban: 

1. Undang-Undang (UU) 
Regulasi utama yang menjadi dasar hukum wakaf. 
Contoh: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) 
Menjabarkan pelaksanaan UU secara teknis. 
Contoh: PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. 
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3. Peraturan Menteri 
Aturan teknis dari kementerian terkait. 
Contoh: PMA No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan nazhir Wakaf Uang. 

4. Peraturan BWI 
Pedoman internal  dan teknis dari Badan Wakaf Indonesia. 
Contoh: Peraturan BWI tentang Sertifikasi nazhir. 

5. Keputusan 
Penetapan resmi terkait  operasional atau penugasan. 
Contoh: Keputusan Ketua BWI tentang Pengangkatan Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia Provinsi. 

6. Perdirjen, Instruksi, Surat Edaran 
Arahan administratif  untuk teknis pelaksanaan di lapangan. 
Contoh: SE Dirjen Bimas Islam tentang Pendataan Wakaf. 

2. Pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, PP dan Peraturan 
BWI dalam pengelolaan wakaf. 
Jawaban: 
Pemahaman terhadap hubungan antara Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 
Peraturan BWI penting agar pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan hierarki  hukum 
yang berlaku, tidak menyalahi prosedur, dan setiap kebijakan atau tindakan nazhir 
memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Hal ini juga membantu mencegah konflik 
hukum, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap tata 
kelola wakaf. 
Q. Umpan Balik  

Dengan memahami beragam jenis peraturan perwakafan dan relasi antar 
regulasinya, peserta diharapkan memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan tugas 
kelembagaan. Pemahaman ini  membantu peserta menavigasi sistem hukum secara tepat, 
serta menghindari kesalahan prosedural yang dapat merugikan institusi  dan masyarakat. 
Pemahaman terhadap aspek hukum ini juga membuka peluang untuk membangun 
pengelolaan wakaf yang lebih tertib, produktif, dan terpercaya. 
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BAB IV 
TUGAS DAN PERAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA 

Ȱ0ÅÒ×ÁËÉÌÁÎ "7) ÁÄÁÌÁÈ ÕÊÕÎÇ ÔÏÍÂÁË ÄÉ ÌÁÐÁÎÇÁÎȢ 0ÅÒÁÎÎÙÁ ÓÁÎÇÁÔ ÓÔÒÁÔÅÇÉÓ ÕÎÔÕË 
mengedukasi, mengawasi, dan membina pengelolaan wakaf agar sesuai syariah dan 
ÐÒÏÄÕËÔÉÆ ÓÅÃÁÒÁ ÅËÏÎÏÍÉȢȱ 
( Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc ) 
A. Ringkasan 

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai struktur, tugas, dan peran 
strategis Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota. Peserta akan mempelajari bagaimana Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pembinaan 
terhadap nazhir serta masyarakat, guna mendukung tata kelola wakaf yang lebih 
profesional dan berdaya guna. 

Dengan memahami bab ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi 
struktur  organisasi, memahami tugas dan tanggung jawab Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia, melihat peran aktif BWI daerah dalam pengembangan wakaf produktif 
dan literasi wakaf masyarakat. 

B. Memahami  Peran, Tugas, dan Wewenang BWI 
Pemahaman yang utuh tentang kelembagaan wakaf sangat penting bagi para 
pengelola wakaf, terutama bagi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Sebagai 
lembaga independen yang diberikan mandat hukum untuk mengembangkan wakaf 
di Indonesia, BWI memainkan peran kunci dalam tata kelola wakaf nasional. Bagian 
ini membahas secara mendalam landasan hukum pembentukan BWI, tugas dan 
fungsi utamanya di tingkat pusat, kewenangan perwakilan di daerah, serta 
pentingnya kolaborasi lintas sektor yang menjadi prasyarat keberhasilan 
pengelolaan wakaf yang modern dan berdampak luas. 

C. Landasan Hukum  Pembentukan  BWI 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya Pasal 47 yang menyatakan bahwa untuk 
mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, dibentuk lembaga 
independen yang bernama Badan Wakaf Indonesia. BWI bersifat independen, 
artinya tidak berada di bawah struktur kementerian atau lembaga negara lain, 
namun bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bertanggung 
jawab kepada publik. 

Pembentukan BWI selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf, yang mengatur lebih lanjut tentang struktur, keanggotaan, 
tugas, dan wewenang BWI. Kelembagaan ini juga ditegaskan dalam sejumlah 
regulasi turunan dan keputusan presiden, termasuk pengangkatan anggota BWI 
melalui Keputusan Presiden setiap lima tahun sekali. 

Landasan hukum yang kuat ini memberikan legalitas dan otoritas bagi BWI 
untuk menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf di 
seluruh wilayah Indonesia. 

D. Tugas dan Fungsi Utama BWI Pusat 
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem perwakafan 
nasional, BWI memiliki  sejumlah tugas dan fungsi utama, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 49, yaitu: 
a. Melakukan pembinaan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan 
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harta benda wakaf; 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, baik secara langsung 

maupun melalui kerja sama dengan pihak lain; 
c. Menyusun kebijakan nasional dan pedoman teknis perwakafan, termasuk 

dalam hal pengelolaan wakaf uang dan wakaf produktif; 
d. Melakukan registrasi data wakaf nasional, baik wakaf benda tidak bergerak 

maupun bergerak; 
e. Menerbitkan sertifikasi nazhir dan memfasilitasi pembinaan peningkatan 

kapasitas nazhir; 
f. Melakukan pengawasan terhadap praktik  wakaf, serta memberikan 

rekomendasi atau penyelesaian apabila terjadi konflik wakaf; 
g. Menyampaikan laporan kinerja wakaf kepada Presiden secara berkala sebagai 

bentuk akuntabilitas publik. 
Fungsi-fungsi tersebut menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem 

perwakafan nasional yang terintegrasi, akuntabel, dan berdampak pada 
kesejahteraan masyarakat. 

E. Peran dan Kewenangan Perwakilan  Badan Wakaf  Indonesia  
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pelaksana 
kebijakan BWI di daerah. Keberadaan perwakilan ini bukan hanya sebagai 
representasi struktural, tetapi sebagai ujung tombak pelayanan dan pembinaan 
perwakafan di lapangan. 

Beberapa peran utama Perwakilan BWI antara lain: 
a. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik  mengenai perwakafan, termasuk 

wakaf uang dan wakaf produktif; 
b. Mendampingi proses sertifikasi tanah wakaf dan memastikan legalitas 

administrasi wakaf di daerah; 
c. Melakukan pembinaan kepada nazhir lokal, baik individu maupun lembaga, 

dalam hal manajemen aset dan pelaporan wakaf; 
d. Mengumpulkan dan memperbarui data wakaf secara berkala, sebagai bagian 

dari sistem informasi wakaf nasional; 
e. Menjadi penghubung antara pemerintah daerah, KUA, BPN, serta lembaga 

lainnya dalam upaya perlindungan aset wakaf dan penyelesaian sengketa; 
f. Mengidentifikasi potensi wakaf daerah, dan mendorong pengembangan aset 

wakaf secara produktif dan bermanfaat. 
Agar dapat menjalankan peran ini secara optimal, Perwakilan Badan Wakaf 

Indonesia perlu memahami seluruh kerangka hukum yang berlaku serta memiliki 
keterampilan teknis, manajerial, dan sosial dalam menjalin relasi dengan para 
pemangku kepentingan lokal. 

F. Kolaborasi  BWI dengan Lembaga dan Pemangku Kepentingan  
Pengelolaan wakaf di era modern menuntut pendekatan yang kolaboratif. Tidak 
mungkin BWI berjalan sendiri dalam mengembangkan wakaf. Kolaborasi 
merupakan kunci keberhasilan kelembagaan wakaf, baik di tingkat pusat maupun 
daerah. BWI perlu menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku 
kepentingan, antara lain: 
a. Kementerian Agama, khususnya dalam hal pengelolaan data wakaf dan 

pembinaan nazhir melalui KUA; 
b. Kementerian ATR/BPN, dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan 

perlindungan aset; 
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c. Pemerintah Daerah, untuk dukungan kebijakan lokal dan pengembangan 
wakaf daerah; 

d. Lembaga Keuangan Syariah dan fintech, dalam implementasi wakaf uang dan 
digitalisasi wakaf; 

e. Lembaga Pendidikan dan Riset, dalam pengembangan literasi, pembinaan, 
dan inovasi wakaf. 
Melalui kolaborasi yang terstruktur dan terukur, BWI dapat memperkuat 

ekosistem wakaf nasional yang inklusif, produktif,  dan berkelanjutan. Kolaborasi ini 
menuntut prinsip transparansi, tanggung jawab bersama, komunikasi terbuka, 
serta kesadaran akan tujuan bersama, yaitu memajukan wakaf untuk kesejahteraan 
umat. 

Dalam konteks ini, kepemimpinan kolaboratif  menjadi penting, baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Kepemimpinan yang mampu menggerakkan berbagai pihak, 
menjembatani perbedaan kepentingan, serta mengutamakan misi bersama akan 
menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem wakaf yang kuat dan relevan 
dengan tantangan zaman. 

Dengan demikian, memahami struktur dan peran kelembagaan BWI secara 
menyeluruh adalah fondasi penting bagi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di 
daerah. Dengan menjalankan fungsi sesuai kerangka hukum dan mendorong 
kolaborasi lintas sektor, BWI akan mampu menjadi motor penggerak wakaf yang 
berdampak luas bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat. 

G. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  
Materi ini disampaikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan wakaf, khususnya yang mengatur tugas 
dan peran BWI. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam 
menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan wakaf 
sehari-hari. Mendorong diskusi dan pertukaran informasi antar peserta mengenai 
tantangan dan peluang dalam implementasi peraturan perundang-undangan 
wakaf. 

Selain itu juga terdapat materi pengetahuan dasar perwakafan. Materi ini 
memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan wakaf yang 
sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai 
konsep dasar, rukun, syarat, dan jenis-jenis wakaf. 

H. Tujuan  Materi  Pembinaan  
Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu: 
1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf 
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional 
3. Memahami Peran, tugas, dan wewenang BWI 

I. Kriteria  Unjuk  Kerja  
1. Memahami Fungsi dan Tujuan Wakaf 
2. Mengetahui perkembangan perwakafan nasional 
3. Memahami Peran, tugas, dan wewenang BWI 

J. Indikator  Unjuk  Kerja  
1. Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf 
2. Mampu menjabarkan perkembangan perwakafan di Indonesia 
3. Mampu memberikan contoh peran tugas, dan wewenang BWI 

K. Metode 
1. Presentasi 
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2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

L. Waktu  
90 menit  

M. Perlengkapan  dan Bahan 
1. LCD 
2. Laptop 
3. Kamera 
4. Palu sidang 
5. Papan tulis putih 
6. Kertas sticky note 
7. Kertas plano 
8. Pulpen 
9. Kertas HVS 
10. Spidol besar dan kecil 

N. Susunan Acara Langkah-langkah  Fasilitasi  
Tabel 4. 1. Langkah-langkah Fasilitasi Tugas Dan Peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
No. Waktu  Aktivitas  

1. 10 menit Pembukaan  
Fasilitator menyambut peserta dengan ramah 
dan antusias saat mereka tiba di lokasi 
pembinaan. Sapaan hangat dan senyuman akan 
membantu menciptakan suasana yang positif 
dan membuat peserta merasa nyaman 
Fasilitator membantu proses registrasi peserta, 
memastikan bahwa semua peserta terdaftar 
dengan benar dan mendapatkan materi training 
yang diperlukan 
Fasilitator memimpin kegiatan ice breaking 
yang menyenangkan dan interaktif untuk 
mencairkan suasana dan membantu peserta 
saling mengenal satu sama lain. Ice breaking 
dapat  berupa  permainan  singkat,  tebak- 
tebakan, atau aktivitas kelompok lainnya. 

2. 5 menit Pengantar  
Fasilitator menjelaskan tujuan dari pembinaan, 
apa yang akan dipelajari oleh peserta, dan 
manfaat apa yang akan mereka dapatkan 
setelah mengikuti pembinaan. Hal ini akan 
membantu peserta memahami ekspektasi dari 
pembinaan dan meningkatkan motivasi mereka 
untuk belajar. 
Fasilitator mengingatkan kontrak belajar yang 
telah disepakati dengan peserta. 

3. 45 menit Pemaparan  Materi  
Narasumber menyampaikan materi 
pengetahuan dasar perwakafan. 
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  Narasumber menyampaikan materi peraturan 
perundang-undangan terkait  tugas dan peran 
BWI 

4. 15 menit Dialog  dan Tanya Jawab 
Fasilitator memandu segmen dialog dan tanya 
jawab 

5. 15 menit Kesimpulan  dan Penutup  
Fasilitator meminta Narasumber dalam hal ini 
adalah Direktur Pemberdayaan Zakat dan 
Wakaf untuk memberikan pernyataan penutup 
atas pemaparan materinya. 
Fasilitator meminta peserta untuk mengisi 
kuesioner evaluasi atau memberikan Umpan 
Balik mengenai kegiatan pembinaan. Informasi 
ini akan digunakan untuk meningkatkan 
kualitas training di masa mendatang 
Fasilitator menutup sesi pemaparan materi 
dengan memberikan motivasi dan semangat 
kepada  peserta  untuk  mengikuti  training  
dengan baik. 

 90 menit   

O. Latihan  
1. Jelaskan dua fungsi penting BWI Perwakilan kabupaten/kota dalam 

mendukung tata kelola wakaf yang efektif! 
2. Apa peran utama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan 

wakaf di daerah? 
Kunci  jawaban  
1. Jelaskan dua fungsi penting BWI Perwakilan kabupaten/kota dalam 

mendukung tata kelola wakaf yang efektif! 
Jawaban: 
a. Melakukan pembinaan kepada nazhir agar pengelolaan wakaf sesuai 

dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku 
b. Mendorong literasi dan edukasi wakaf kepada masyarakat serta 

memfasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan instansi 
terkait di daerah. 

2. Apa peran utama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan 
wakaf di daerah? 
Jawaban: 
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan nazhir serta edukasi wakaf 
kepada masyarakat 

P. Umpan Balik  
Dengan memahami tugas dan peran Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, peserta 
diharapkan mampu menjalankan peran kelembagaan secara lebih strategis dan 
efektif di tingkat daerah. Pemahaman ini memperkuat kapasitas peserta dalam 
melakukan pembinaan nazhir, membangun sinergi dengan pemangku kepentingan 
lokal, serta mengawal pengelolaan wakaf agar sesuai prinsip  syariah dan tata kelola 
yang baik. 

Pemahaman menyeluruh terhadap fungsi BWI daerah juga membuka peluang 
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bagi peserta untuk menginisiasi program-program wakaf yang inovatif, menjawab 
kebutuhan lokal, dan memperluas literasi wakaf di masyarakat. Hal ini penting 
untuk menciptakan sistem wakaf yang tidak hanya legal dan akuntabel, tetapi juga 
berdampak nyata dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat 
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A. Ringkasan 

BAB V 
SOSIALISASI BWI DAN PEMBINAAN NAZHIR 

Dalam materi pembahasan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai berbagai 
aspek sosialisasi BWI dan pembinaan nazhir, dalam pengelolaan wakaf di Indonesia 
memerlukan strategi yang komprehensif dan terukur. Strategi ini harus mencakup 
berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penetapan tujuan dan sasaran, 
hingga evaluasi kinerja dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait. 

Kemampuan untuk menyusun strategi pengembangan BWI merupakan hal 
yang krusial. Strategi ini  akan menjadi panduan arah bagi BWI dalam mencapai visi 
dan misinya, yaitu mewujudkan potensi wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi 
Islam yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. 

Selain strategi pengembangan, pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, 
target, dan sasaran program wakaf juga sangat penting. Tujuan yang jelas akan 
memberikan arah yang tepat bagi pelaksanaan program wakaf. Target yang terukur 
akan memudahkan evaluasi keberhasilan program. Sasaran yang spesifik akan 
memastikan bahwa program wakaf tepat sasaran dan memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat. 

Indikator  kinerja, sasaran mutu, dan sasaran Waktu merupakan elemen- 
elemen penting dalam perencanaan kerja. Indikator kinerja akan membantu 
mengukur pencapaian tujuan program wakaf. Sasaran mutu akan memastikan 
bahwa program wakaf dilaksanakan dengan standar kualitas yang tinggi. Sasaran 
Waktu akan mengatur jadwal pelaksanaan program wakaf agar berjalan efisien dan 
efektif. 

Manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak juga merupakan 
faktor kunci keberhasilan pengembangan BWI. Komunikasi yang baik akan 
membangun hubungan yang harmonis dan produktif dengan berbagai pihak 
terkait, seperti wakif, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat 
umum. 

Program sosialisasi dan edukasi nazhir memiliki peran penting dalam 
meningkatkan pemahaman dan kapasitas nazhir dalam mengelola wakaf. Dengan 
pemahaman yang baik, nazhir dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
secara profesional dan akuntabel. Pembinaan yang berkesinambungan kepada 
nazhir juga akan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan 
prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek ini, 
diharapkan dapat berkontribusi  dalam pengembangan BWI dan pengelolaan wakaf 
yang lebih baik di Indonesia. 

B. Strategi  Pengembangan BWI 
Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran sentral dalam 
mengembangkan dan memberdayakan wakaf di Indonesia. 

Alat ukur untuk manajemen yang dapat membantu pengembangan BWI untuk 
membuat tujuan lebih terarah, terukur, dan realistis dalam setiap program bisa 
menggunakan metode SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan 
Time-bound). Specific (spesifik) bermakna tujuan harus jelas, terfokus, dan tidak 
ambigu, hindari tujuan yang terlalu umum. Measurable (Terukur)  bermakna tujuan 
harus bisa diukur  sehingga kemajuannya bisa dipantau, ukuran ini  bisa berupa 
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angka, waktu, atau indikator  tertentu. Achievable (Dapat Dicapai) bermakna tujuan 
harus realistis dan mungkin untuk diraih, berdasarkan kondisi dan sumber daya 
yang tersedia. Relevant (Relevan) bermakna tujuan harus selaras dengan nilai, visi 
pribadi, dan misi organisasi tempat kita berada, jangan sekadar asal membuat 
target. Time-bound (Berbatas Waktu) bermakna tujuan harus memiliki tenggat 
waktu yang jelas agar tidak terus-menerus ditunda. 

Langkah-langkah praktis menetapkan strategi SMART goals adalah: pertama 
memulai dengan analisis kondisi awal (misalnya seberapa dikenalnya BWI di 
Masyarakat). Kedua, menentukan target berdasarkan data dan kapasitas tim. 
Ketiga, membuat rencana aksi detail yang bisa dieksekusi dalam jangka waktu 
tertentu. Keempat, mengevaluasi dan revisi secara berkala untuk memastikan 
pencapaian target. 

Contoh penggunaan SMART goals sebagai berikut:  
1. Specific O  -ÅÎÉÎÇËÁÔËÁÎ ÊÕÍÌÁÈ pemberitaan tentang wakaf dan wakaf uang 

sebesar 20% dalam setahun. 
2. Measurable  O Saat ini  jumlah pemberitaan 1x sebulan, naik menjadi 1x 

seminggu. Wakaf uang Rp. 100 juta, targetnya menjadi 120 juta setahun. 
3. Achievable  OStrategi dilakukan melalui kampanye sosmed setiap minggu, 

ceramah/khutbah tentang wakaf uang, audiensi ke instansi pemerintah dll  
4. Relevant  O Sejalan dengan misi meningkatkan akses beasiswa untuk 

mahasiswa kurang mampu melalui pendanaan wakaf. 
5. Time-Bound O  Dicapai dalam setahun, dengan evaluasi setiap 2 bulan sekali. 

C. Identifikasi  kebutuhan  kompetensi  SDM BWI 
Langkah pertama , struktur BWI harus mengetahui tugas dan fungsi BWI sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para pemangku 
kebijakan atau pimpinan harus memastikan bahwa SDM BWI memiliki staf dan 
pengurus dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (kompetensi) yang tepat 
untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam 
memajukan perwakafan nasional. Kompetensi SDM BWI harus bekerja secara 
profesional sebagaimana hadis dari Aisyah ra: 

 
!ÒÔÉÎÙÁȡ $ÁÒÉ !ÉÓÙÁÈ ÒȢÁȢȟ ÓÅÓÕÎÇÇÕÈÎÙÁ 2ÁÓÕÌÕÌÌÁÈ ÓȢÁȢ×Ȣ ÂÅÒÓÁÂÄÁȡ Ȱ3ÅÓÕÎÇÇÕÈÎÙÁ 
Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara itqan 
(professional)ȱȢ ɉ(2Ȣ 4ÈÁÂÒÁÎÉɊȢ 

Implementasi profesional untuk peningkatan kompetensi SDM BWI ini  adalah 
sebagai berikut: 
a. Memastikan Kesesuaian dengan Tujuan BWI: Identifikasi kebutuhan 

kompetensi bertujuan untuk menjamin bahwa setiap individu dalam BWI 
memiliki kapabilitas yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis BWI 
dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

b. Meningkatkan  Kinerja  Organisasi:  Dengan memiliki  SDM yang kompeten di 
bidangnya masing-masing, BWI akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya 
seperti pembinaan Nazhir, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, 
pengawasan, sosialisasi, dan penyelesaian sengketa wakaf dengan lebih baik. 
Hal ini  akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi secara 
keseluruhan. 
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c. Mengoptimalkan Pengelolaan  Wakaf: Pengelolaan wakaf yang efektif dan 
produktif memerlukan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang 
prinsip syariah, hukum perwakafan, manajemen aset, keuangan, teknologi 
informasi, dan komunikasi. Identifikasi kebutuhan kompetensi akan 
membantu BWI memastikan ketersediaan ahli di bidang-bidang tersebut. 

d. Mendorong Inovasi dan Pengembangan: Perkembangan perwakafan 
memerlukan ide-ide baru dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 
perubahan zaman. SDM dengan kompetensi yang relevan akan lebih mampu 
mengidentifikasi peluang inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan 
wakaf. 

e. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan wakaf yang 
baik harus akuntabel dan transparan. SDM yang kompeten dalam bidang 
administrasi, keuangan, dan pelaporan akan membantu BWI dalam 
mewujudkan tata kelola yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

f. Mengembangkan Kapasitas Internal: Identifikasi kebutuhan kompetensi 
bukan hanya tentang merekrut SDM baru, tetapi juga tentang 
mengembangkan kompetensi SDM yang sudah ada melalui peLatihan, 
pendidikan lanjutan, dan program pengembangan lainnya. Hal ini bertujuan 
untuk membangun kapasitas internal BWI secara berkelanjutan. 

g. Mengantisipasi Tantangan Masa Depan: Dunia perwakafan terus 
berkembang dengan munculnya instrumen dan model pengelolaan baru. 
Identifikasi kebutuhan kompetensi membantu BWI untuk mengantisipasi 
kebutuhan keahlian di masa depan dan mempersiapkan SDM yang mampu 
menghadapi tantangan tersebut. 
Langkah kedua , analisis jabatan dan uraian tugas masing masing di struktur 

BWI. Langkah tersebut tersebut untuk menciptakan struktur organisasi yang jelas, 
efektif, dan akuntabel, di mana setiap individu memahami peran, tanggung jawab, 
dan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan BWI. 

Tujuan utama analisis jabatan adalah untuk memahami secara komprehensif 
apa sebenarnya yang dikerjakan dalam setiap posisi di BWI, mengapa pekerjaan itu 
dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kompetensi apa yang dibutuhkan 
untuk berhasil. 

Hasil dari analisis jabatan menjadi fondasi penting bagi berbagai fungsi 
manajemen SDM lainnya, termasuk: 
a. Rekrutmen dan Seleksi: Membantu dalam menyusun deskripsi pekerjaan 

yang akurat dan mengidentifikasi kriteria kandidat yang sesuai. 
b. PeLatihan dan Pengembangan: Menentukan kebutuhan peLatihan 

berdasarkan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki  karyawan dengan 
tuntutan jabatan. 

c. Penilaian  Kinerja: Menyediakan standar yang jelas untuk mengukur kinerja 
karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab jabatan. 

d. Restrukturisasi  Organisasi: Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 
merancang struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif. 
Sedangkan untuk uraian tugas, memastikan bahwa setiap anggota SDM BWI 

memahami dengan tepat apa yang diharapkan dari mereka, batasan wewenang 
mereka, dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Ini mengurangi ambiguitas 
dan potensi konflik peran. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, kinerja setiap 
individu   dapat  diukur   terhadap  standar  yang  telah  ditetapkan,  sehingga 
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meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab atas hasil kerja. 
Langkah ketiga , identifikasi kompetensi yang dibutuhkan diantaranya 

kompetensi teknis, kompetensi manajerial atau kompetensi sosial. Kompetensi 
teknis merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian spesifik yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas inti BWI secara efektif dan efisien. 
Untuk perkembangan BWI, beberapa kompetensi teknis yang krusial meliputi: 
a. Pemahaman Mendalam tentang Wakaf: Anggota dan staf BWI perlu 

memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah 
terkait  wakaf, jenis-jenis aset wakaf, tata cara pengelolaan dan pengembangan 
wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip 
syariah. Ini mencakup pemahaman tentang fikih muamalah, hukum positif 
tentang wakaf di Indonesia, dan best practices pengelolaan wakaf secara 
global. 

b. Keahlian dalam Pengelolaan Aset: Kompetensi ini mencakup kemampuan 
untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, penilaian, pemeliharaan, dan 
pengembangan berbagai jenis aset wakaf, mulai dari tanah dan bangunan 
hingga aset keuangan dan intelektual. Keahlian dalam analisis investasi, 
manajemen risiko aset, dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf sangat 
penting. 

c. Pengetahuan Keuangan dan Akuntansi Wakaf: BWI membutuhkan 
individu yang kompeten dalam pengelolaan keuangan wakaf secara 
transparan dan akuntabel. Ini meliputi pemahaman tentang standar 
akuntansi keuangan syariah, penyusunan laporan keuangan wakaf, 
perencanaan anggaran, pengelolaan dana wakaf, dan pelaporan kepada 
nazhir dan pihak terkait. 

d. Keahlian Hukum dan Peraturan Perundang -undangan Wakaf: 
Pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Wakaf, peraturan 
pelaksanaannya, dan peraturan terkait lainnya sangat penting untuk 
memastikan operasional BWI sesuai dengan koridor hukum. Keahlian dalam 
penyusunan perjanjian kerjasama, penyelesaian sengketa wakaf, dan 
kepatuhan terhadap regulasi adalah kebutuhan. 

e. Penguasaan Teknologi Informasi: Dalam era digital, kemampuan untuk 
memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data wakaf, 
komunikasi, pelaporan, dan pengembangan program menjadi semakin 
penting. Kompetensi dalam penggunaan sistem informasi manajemen wakaf, 
analisis data, dan platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan 
transparansi BWI. 
Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan untuk memimpin, 

mengorganisir, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan strategis untuk 
mencapai tujuan BWI. Beberapa kompetensi manajerial yang esensial meliputi: 
a. Kepemimpinan dan Visi Strategis: Kemampuan untuk menetapkan arah 

dan visi BWI, menginspirasi dan memotivasi tim, serta mengambil inisiatif 
untuk mengembangkan organisasi. Pemimpin BWI perlu memiliki 
kemampuan berpikir  strategis, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta 
merumuskan kebijakan yang efektif. 

b. Perencanaan dan Pengorganisasian:  Kompetensi dalam menyusun rencana 
kerja, menetapkan tujuan yang terukur, mengalokasikan sumber daya secara 
efektif, dan mengorganisir struktur  organisasi yang efisien. Kemampuan 
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untuk mengelola proyek dan program wakaf dengan baik juga termasuk 
dalam kompetensi ini. 

c. Pengambilan Keputusan: Kemampuan untuk menganalisis informasi, 
mengevaluasi berbagai opsi, dan mengambil keputusan yang tepat dan 
bertanggung jawab demi kepentingan pengembangan wakaf. Proses 
pengambilan keputusan yang transparan dan partisipatif  akan meningkatkan 
kepercayaan publik. 

d. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kemampuan untuk merekrut, 
mengembangkan, mengevaluasi, dan mempertahankan sumber daya manusia 
yang kompeten dan berintegritas di BWI. Ini termasuk kemampuan untuk 
membangun tim yang solid, memberikan Umpan Balik yang konstruktif, dan 
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

e. Pengendalian dan Evaluasi: Kompetensi dalam menetapkan sistem 
pengendalian internal yang efektif, memantau kinerja organisasi, 
mengevaluasi pencapaian tujuan, dan melakukan tindakan korektif jika 
diperlukan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengendalian dan 
evaluasi sangat penting untuk membangun kepercayaan. 
Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi, 

berkomunikasi, membangun hubungan baik, dan memahami kebutuhan berbagai 
pemangku kepentingan wakaf. Beberapa kompetensi sosial yang penting bagi BWI 
meliputi:  
a. Komunikasi Efektif: Kemampuan untuk menyampaikan informasi secara 

jelas dan persuasif kepada berbagai pihak, termasuk nazhir, wakif, penerima 
manfaat, pemerintah, dan masyarakat umum. Keterampilan mendengarkan 
aktif, bernegosiasi, dan menyampaikan presentasi yang menarik sangat 
dibutuhkan. Murphy dan Hildebrandt dalam bukunya berjudul Effective 
Business Communication yang terbit tahun 1991, merumuskan tujuh prinsip 
komunikasi bisnis. Ketujuh prinsip tersebut dirangkum dalam akronim yang 
dikenal dengan 7C. Terdiri dari clarity, conciseness, completness, correctness, 
courtesy, consideration, dan concretness. Clarity (Kejelasan) berarti bahasa 
yang mudah dipahami, Conciseness (Keringkasan) berarti pesan harus 
disampaikan secara ringkas dan padat, Completeness (Kelengkapan) berarti 
memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh audiens, Correctness 
(Ketepatan) berarti akurat dan bebas dari kesalahan, Courtesy (Kesopanan) 
berarti disampaikan dengan sopan dan menghargai audiens, Consideration 
(Pertimbangan) berarti memahami sudut pandang audiens, Concreteness 
(Konkret) berarti bersifat spesifik, jelas, dan tidak ambigu. 

b. Membangun Relasi dan Jaringan: Kemampuan untuk membangun dan 
memelihara hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan wakaf. 
Ini termasuk kemampuan untuk berkolaborasi dengan organisasi lain, 
menjalin kemitraan strategis, dan memperluas jaringan dukungan untuk 
pengembangan wakaf. 

c. Empati dan Kesadaran Sosial: Kemampuan untuk memahami kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang menjadi penerima manfaat 
wakaf. Kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kemampuan untuk merancang 
program wakaf yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan 
meningkatkan dampak positif wakaf. 
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d. Negosiasi dan Resolusi Konflik: Kemampuan untuk bernegosiasi secara 
efektif dengan berbagai pihak dan menyelesaikan potensi konflik yang 
mungkin timbul  dalam pengelolaan wakaf. Keterampilan mediasi dan mencari 
solusi yang saling menguntungkan sangat berharga. 

e. Integritas dan Etika: Memiliki standar etika yang tinggi, jujur, amanah, dan 
bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan. Kepercayaan publik 
terhadap BWI sangat bergantung pada integritas dan etika para pengelola dan 
anggota organisasi. 

D. Evaluasi Kinerja  
Kompetensi yang sudah diimplementasikan kemudian dievaluasi secara berkala 
untuk memastikan efektivitasnya. BWI harus memastikan bahwa memiliki SDM 
yang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Setelah BWI menetapkan dan mengimplementasikan berbagai program 
pengembangan kompetensi (misalnya peLatihan teknis pengelolaan aset wakaf, 
workshop kepemimpinan, atau sosialisasi nilai-nilai organisasi), evaluasi berkala 
bertujuan untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut berhasil 
meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan yang diharapkan. 

Evaluasi membantu BWI untuk memetakan kompetensi apa saja yang sudah 
dikuasai dengan baik oleh SDM (kekuatan) dan area mana saja yang masih 
memerlukan peningkatan (kelemahan). Dengan mengetahui profil kompetensi 
SDM saat ini, BWI dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 
memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. 

Evaluasi tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada dampak 
kompetensi kolektif SDM terhadap kinerja BWI secara keseluruhan. Apakah 
peningkatan kompetensi SDM berkorelasi dengan peningkatan efisiensi 
pengelolaan wakaf, peningkatan jumlah aset wakaf yang produktif, atau 
peningkatan kepercayaan masyarakat? 

BWI sebagai organisasi yang dinamis akan terus menghadapi perubahan 
dalam lingkungan operasional, regulasi, dan tantangan pengembangan wakaf. 
Evaluasi berkala memungkinkan BWI untuk mengidentifikasi perubahan 
kebutuhan kompetensi yang mungkin timbul dan menyesuaikan program 
pengembangan SDM agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika ada perubahan 
regulasi terkait  wakaf, BWI perlu memastikan SDM-nya memiliki  pemahaman yang 
memadai melalui peLatihan yang sesuai. 

Evaluasi yang dilakukan secara berkala mendorong budaya pembelajaran dan 
perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi. SDM akan terbiasa dengan proses 
Umpan Balik dan pengembangan diri,  sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja 
secara keseluruhan. 

E. Pengantar  Fasilitasi  Pembinaan  
Dalam materi pembahasan ini, akan dikaji secara mendalam mengenai berbagai 
aspek sosialisasi BWI dan pembinaan nazhir, dalam pengelolaan wakaf di Indonesia 
memerlukan strategi yang komprehensif dan terukur. Strategi ini harus mencakup 
berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penetapan tujuan dan sasaran, 
hingga evaluasi kinerja dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait. 

Kemampuan untuk menyusun strategi pengembangan BWI merupakan hal 
yang krusial. Strategi ini  akan menjadi panduan arah bagi BWI dalam mencapai visi 
dan misinya, yaitu mewujudkan potensi wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi 
Islam yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. 
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Selain strategi pengembangan, pemahaman yang mendalam mengenai tujuan, 
target, dan sasaran program wakaf juga sangat penting. Tujuan yang jelas akan 
memberikan arah yang tepat bagi pelaksanaan program wakaf. Target yang terukur 
akan memudahkan evaluasi keberhasilan program. Sasaran yang spesifik akan 
memastikan bahwa program wakaf tepat sasaran dan memberikan manfaat yang 
optimal bagi masyarakat. 

Indikator kinerja, sasaran mutu, dan sasaran Waktu merupakan elemen- 
elemen penting dalam perencanaan kerja. Indikator kinerja akan membantu 
mengukur pencapaian tujuan program wakaf. Sasaran mutu akan memastikan 
bahwa program wakaf dilaksanakan dengan standar kualitas yang tinggi. Sasaran 
Waktu akan mengatur jadwal pelaksanaan program wakaf agar berjalan efisien dan 
efektif. 

Manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak juga merupakan 
faktor kunci keberhasilan pengembangan BWI. Komunikasi yang baik akan 
membangun hubungan yang harmonis dan produktif dengan berbagai pihak 
terkait, seperti wakif, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat 
umum. 

Program sosialisasi dan edukasi nazhir memiliki peran penting dalam 
meningkatkan pemahaman dan kapasitas nazhir dalam mengelola wakaf. Dengan 
pemahaman yang baik, nazhir dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
secara profesional dan akuntabel. Pembinaan yang berkesinambungan kepada 
nazhir juga akan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan 
prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek ini, 
diharapkan dapat berkontribusi  dalam pengembangan BWI dan pengelolaan wakaf 
yang lebih baik di Indonesia. 

F. Tujuan  Materi  Pembinaan  
Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan akan mampu: 
1. Menyusun strategi pengembangan BWI 
2. Menjelaskan tujuan, target, dan sasaran program HBW Tidak Bergerak dan 

Bergerak selain Uang 
3. Menyusun indikator  kinerja, sasaran mutu dan sasaran Waktu pada rencana 

kerja 
4. Menyusun manajemen komunikasi yang efektif dengan multipihak  
5. Menyusun program sosialisasi dan edukasi Nazhir 
6. Melaksanakan pembinaan kepada Nazhir 

G. Kriteria  Unjuk  Kerja  
1. Mekanisme identifikasi  kebutuhan kompetensi BWI 
2. Evaluasi kinerja 
3. Menetapkan Tujuan Target, dan Sasaran program wakaf 
4. Menetapkan rencana kerja BWI memuat indikator:  kinerja, sasaran mutu, dan 

sasaran Waktu 
5. Manajemen Komunikasi Efektif 
6. Kerjasama multipihak  
7. Dokumen program sosialisasi dan edukasi masyarakat 
8. Dokumen sasaran edukasi nazhir 
9. Dokumen pelaksanaan pembinaan nazhir 
10. Evaluasi Pembinaan 
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